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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor ~ninyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor yang sangat 

penting bagi pembangunan nasional. Hal ini terbukti dimana pengelolaan dalam 

sektor migas menghasilkan pencapaian 28,74% dari penenmaan negara dari sektor 

migas1 dan senantiasa dijaga dan terus dipantau mengingat kontribusi sektor tersebut 

pada pernbangunan negara. Sektor migas memiliki perspektif ekonomi yang sangat 

penting sebagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang 

diungkapkan dalam UUD 1 945, khususnya pasal33 .2 

Permintaan minyak dunia yang berfluktuasi kecenderungan meningkat, diikuti 

pula dengan peningkatan harga minyak dunia (WTI). Seiring dengan perubahan 

pergerakan minyak dunia (WTI), harga minyak mentah Indonesia (Indonesian 

Crude-Oil Price/ ICP) juga mengalami peningkatan. Dalarn semester I pada tahun 

2009 harga minyak ICP mencapai rata-rata sebesar USD 51,6 per barel, kemudian 

pada semester I1 mengalarni peningkatan menjadi USD 71,6 per barel, sehingga 

selama tahun 2009 harga rata-rata minyak ICP mencapai USD61,6 per bareL3 

Terjadinya persoalan kenaikan harga minyak dunia yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia ini, memaksa pemerintah untuk mengainbil keputusan yang amat berat 

I ht~://~ww.esdm.go.id/berita/migas/4O-migas/6095-penerimaan-negara-dari-sektor-migas-dan- 

produksi-gas-naik-terus.htm1, Akses pada tanggal 16 Maret 2013. 
' ~ o m i s i  Pengawas Persaingan Usaha, Bnckgl-o~117d Paper : Ancrlisis Kebijnhn Persaingar? 

Do1mn Ir7d~lst~i LPG Indonesicr, h l ~ n  1 
Kenienterian Keuangan, Noto fiumzgnn ilon RAPBN2010: hlln 18. 



dengan menaikkan harga bahan bakar n~inyak (BBM) selama dua kali pada tahun 

2005. Selain itu, adanya kenaikan harga minyak mentah Intemasional memberikan 

dampak terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dalam anggaran pendapatan 

belanja negara (APBN). 

Beban subsidi BBM yang terus meningkat ini akan mengganggu keberlanjutan 

(sustainnbility) anggaran pemerintah, yang nantinya dapat mengancam stabilitas 

perekonomian dan mengurangi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, 

peningkatan beban subsidi BBM akan membawa akibat kepada pengurangan 

anggaran pemerintah untuk berbagai program penting bagi kesejahteraan rakyat, 

seperti alokasi untuk kemiskinan dan infrastruktur. Oleh karena itu, stabilitas makro 

hams tetap dijaga.4 

Untuk mengendalikan beban subsidi BBM ini, pemerintah mengambil salah satu 

kebijakan untuk mengurangi besarnya pengeluaran negara dalam mensubsidi bahan 

bakar minyak tanah bagi masyarakat melalui langkah-langkah penghematan subsidi, 

salah satunya dengan melaksanakan program konversi minyak tanah bersubsidi ke 

LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 kg pada tahun 2007. Jika subsidi rninyak terus 

dipertahankan, ha1 ini dinilai akan membebani anggaran pemerintah. Isu inilah yang 

digunakan oleh pemerintah untuk mencapai targetnya dalarn mengurangi subsidi 

bahkan hingga tercapainya target akhir yaitu menghapus subsidi. 

Salah satu komoditas sektor migas yang menarik untuk dicermati adalah 

Liqufied Petroleum Gas (LPG), selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis LPG. 

'' Sari Maulidyawati, Kol~l~ersi hliil~j.nX- Tallah Ke LPG Terhadap Stl-ufit~l~. Subsidi APBN clan 
Ejislensl Usaha Mih~o,  Institut Pertania~l Bogor; 201 1, hlin 3 .  



LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk 

menghasilkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya 

terdiri atas Propana (C3), Butana (C4) atau campuran keduanya (Mix LPG).' 

LPG diperkenalkan oleh pertamina pada tahun 1968. Bentuk komoditas ini telah 

dikenal di masyarakat dengan brand "ELPIJI" yang diproduksi oleh PT. Pertamina. 

Pada awalnya LPG dipasarkan bagi kalangan terbatas dengan produk tabung 12 kg 

dan 50 kg. Namun seiring terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam 

penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah semakin lama semakin 

besar dan adanya arah kebijakan energi nasional yang baru, maka sejak tahun 2007 

pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk LPG 3 

kg. Hal ini antara lain dilakukan untuk mereduksi subsidi minyak tanah yang 

semakin membengkak seiring dengan tingginya harga minyak dunia, menggantinya 

dengan subsidi LPG yang harganya relatif lebih murah. Akibat dari maka kemudian 

di pasar LPG muncul varian produk baru LPG yakni LPG 3 kg dengan harga subsidi 

yang dipastikan lebih murah dari LPG yang telah tersedia di pasar yaitu LPG 12 dan 

50 kg yang harganya lebih mahal.6 

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 

Bumi serta aturan pendukungnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 

Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, seluruh bisnis minyak dan gas bumi termasuk 

LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha manapun. Kondisi di pasar pull menunjukkan 

Pengertian LPG dalam PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatail Usaha Hilir Minyak dan Gas 
Bumi. 

Ko~nisi Pengawas Persaingan Usaha, op. cit, hlm 3. 
' 



bahwa industri meinilki potensi yang besar terutama setelah program konversi karena 

LPG kini sudah menjadi komoditi yang penting bagi masyarakat. 

Namun dengan melihat harga LPG tabung 3 kg, yang sampai saat ini tidak 

mencerminkan harga keekonomisan karena masih disubsidi, menjadi pelaku usaha 

lain enggan untuk masuk. Terlebih lagi pertamina selaku pelaku usaha inct~mbent 

telah memilki infiastruktur dan jalur pemasaran yang sulit untuk disaingi oleh pelaku 

usaha baru karena memerlukan investasi yang sangat b e ~ a r . ~  

Oleh karena itu, hingga kini industri LPG masih terkosentrasi oleh PT. 

Pertamina dimana sebagai pelaku usaha yang pada masa lalu, saat ini tetap menjadi 

market leader. Walaupun pelaku usaha lain seperti Blue   as dan My das  telah ikut 

meramaikan sisi niaga LPG, namun sepertinya belurn menciptakan persaingan di lini 

tersebut karena pada prinsipnya mereka tidak mempunyai sumber supply dan sangat 

tergantung pada supply LPG dari pertarnina. Dengan demikian yang terjadi adalah 

persaingan semu, dimana persaingan terjadi hanya di sisi pelayanan saja dan tidak 

pada sisi harga maupun kualitas.' 

Smentara di sisi supply, kondisi saat ini menunjukkan bahwa selain pertamina 

telah ada pelaku-pelaku usaha lainnya seperti Petrochina, Conoco Phlips, Chevron, 

Medco, Titis Sampurna, Maruta Bumi Prima dan Sumber D. Kelola. JVamun dengan 

demand yang terus meningkat terutama setelah program konversi, diperkirakan 

ketergantungan pada impor LPG dan stlpply dari KPS (Contract Production Sharing) 

akan semakin besar. Jumlah stpply dari pertamina saja tidak mampu memenuhi 

7 Putriani, Negcrru dan Pasnr Dalarn Binglini Kebijnkan Persaingan : Men);ikcpi Kebijakcui 
Ind~atri Elyiji, Konlisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 201 1, hlm 74. 

'lbid, 11lm 74. 



kebutuhan dalam negeri. Hal ini sempat menjadi pertanyaan besar mengapa LPG 

yang dipilih menjadi komoditas peralihan padahal kondisi sumber szpply dalam 

negeri belum marnpu memenuhi kebutuhan di dalam nege i9  

Persaingan usaha dalam sektor industri dalam sektor industri telah banyak 

menghadirkan berbagai persepsi dan opini yang layak untuk ditelaah lebih lanjut. 

Pemerintah dalam ha1 ini, telah menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) sebagai suatu otoritas legal yang berperan dalam mengawasi persaingan 

usaha di Indonesia. Dalam sektor usaha, faktor efisiensi dan efektivitas memegang 

peranan penting dalam meningkatkan taraf daya saing mereka dalam persaingan 

sehat. 

Pada akhir 2007, pemerintah telah menetapkan kebijakan konversi minyak tanah 

ke LPG yang telah memberjkan berbagi dampak di masyarakat. Terkait dengan 

kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi rakyat indonesia 

dengan mernberikan 1 set tabung d a n  kompor beserta juga pengenalan tentang 

pernakaian kompor gas. Saat* ini tabung LPG yang beredar di masyarakat dapat 

dibagi menjadi dua yakni LPG PSO dan LPG Non PSO. LPG PSO adalah tabung 

LPG ukuran 3 kg yang masih disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan, LPG Non PSO 

adalah tabung LPG ukuran 12 kg, 50 kg yang tidak masuk dalarn subsisdi 

pemerintah. l o  

Isu penting dalam distribusi komoditi LPG, yaitu kelangkaan, penetapan harga 

dan terjadinya hambatan masuk bagi pelaku usaha di sektor tersebut (entry barrier). 
- 

9~bid, hlnl 75. 
l o  Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Konlpetisia, Ne~z~sletter H~rba~z Per-soingar? Usaha ; 

Perr~zasnlohcriz kregicftarz Usoho Distribusi LPG, Edisi 0212009. hlm 6. 



Berdasarkan analisa KPPU, terjadinya kelangkaan terhadap ketersediaan LPG di 

pasaran disusul dengan mahalnya harga jenis LPG non PSO di tingkat konsumen. Isu 

kelangkaan mencul setelah pertamina melakukan koreksi dengan menaikan harga 

LPG non PSO (12 kg) pada pertengahan tahun 2008. Di sisi lain, penetapan harga 

terjadi karena dua jenis LPG telah terdapat ketentuan bahwa harga LPG PSO 

ditetapkan oleh pemerintah dan LPG non PSO oleh pertamina. Pada prinsipnya, 

peluang usaha untuk industri LPG non PSO masih terbuka bagi pelaku usaha swasta. 

Apalagi ha1 tersebut dimunglunkan sebuai kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi, yang pada Pasal51 menyebutkan bahwa :" 

(I) Badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang melaksanakan kegiatan niaga 
LPG wajib memilki atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan 
pengisian tabung LPG (bottling plant). 

(2) Badan usaha pemegang usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu. 

(3) Badan usaha pemegang izin usaha niaga bertanggung jawab atas standar dan 
mutu LPG, tabung LPG. 

Membicarakan usaha LPG di Indonesia, 'tentu nya sudah bukan asing lagi 

apabila Pertamina tercatat sebagai satu-satunya pemain tunggal, karena selama ini 

belum ada pelaku usaha serupa yang berhasil menandingi keperkasaan perusahaan 

itu. Namun dalam perkembangannya masih disangsikan apakah benar-benar terjadi 

persaingan dalam bisnis tersebut, karena baik Blue Gas maupun My gas memperoleh 



pasokan LPG dari pertamina. Keduanya hanya memberikan nilai tambah dari segi 

packaging tabung serta pelayanan kepada konsumen.12 

Apabila dilihat dari segi jumlah pelaku usaha memang terjadi penambahan, 

namun ha1 ini belum tentu menciptakan persaingan yang efektif karena sumber LPG 

yang diperoleh para pendatang baru itu berasal dari sumber yang sama, yaitu 

Pertamina. Dengan sumber pasokan yang sama, maka persaingan dalam kualitas 

LPG tidak terjadi. LPG bulk yang diperoleh masing-masing pelaku usaha hanya 

dikemas dalam bentuk yang berbeda. Tentunya, dapat terlihat bahwa persaingan 

hanya terjadi dalam segi sewice dari masing-masing pelaku usaha. Rata-rata pelaku 

usaha memberikan sewice berupa maintenance tabung. Bahkan khusus untuk 

konsumen di jakarta dan surabaya, Blue Gas memberikan nilai tambah dengan 

memberikan sewice langsung kepada konsumen door to door 

Dalarn pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan : 

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan 
a t k  pemsaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta 
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang 
dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau lembaga yang 
dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah". 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, monopoli pada dasarnya menggambarkan 

suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang atau jasa tertentu dalam ha1 ini 

PT. Pertamina yang dapat dicapai tanpa hams melakukan ataupun mengakibatkan 

terjadinya praktek inonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

" Andrie Herlina Riza, Elpgi-L4ntnm Kebtrtuhn~z rlnn Bisnis, hlm 2.  



Bentuk lain yang perlu dicermati adalah pengawasan atas pelaksanaan 

pengalihan energi serta perlunya jaminan pasokan serta kesediaan LPG sampai di 

konsuinen akhir dengan tetap memperhatikan proses persaingan yang sehat dalam 

penyediaan dan pendistribusian LPG agar dapat dinikmati oleh konsumen akhir. LPG 

sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, jika kebutuhan LPG tidak terpenuhi 

maka kesimbangan dalam pemenuhan kebutuhan akan menjadi terganggu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana monopoli Pertamina dalam pendistribusian Liguefied Petroleum Gas 

(LPG) 3 kg ? 

2. Apakah monopoli Pertamina dalam pendisdistribusi LigueJied Petroleum Gas 

(LPG) 3 kg telah sesuai dengari Undan'g-undmig No. 5 Tahwi 1999 dan Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji monopoli Pertamina dalam pendistribusian Liguefied Petroleum 

Gas (LPG) 3 kg. 

2. Untuk mengkaji monopoli Pertamina dalam pendistribusian Ligz~efied Petroleum 

Gas (LPG) 3 kg telah sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 



3. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan kegiatan perekonomian hams tercipta hubungan yang 

harmonis antara berbagai pihak yang terlibat, baik dari pihak pernerintah sebagai 

pengusaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan usaha yang dilakukan 

dengan cara fair, jujur, bertanggungjawab, serta memperhatikan aturan-aturan etika 

bisnis dapat menghindarkan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 

Pada pasar bebas sekarang ini, memililu konsekuensi tersendiri bagi para pelaku 

usaha untuk berlomba-lomba dalam memasarkan produknya, dalam ha1 ini produk 

barang danlatau jasa agar lebih menarik perhatian konsumen, berinovasi sehingga 

pada akhirnya penghasilan atau pemasukan para pelaku usaha tersebut semakin 

meningkat. l 3  

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah 

persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam ha1 ini 

persaingan usaha merbpakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa 

menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan 

jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan . hanya dimunglunkan bila pelaku 

usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam 

sebuah pasar.'4 

Dapat difahami mengapa dalam pasar bebas hams dicegah penguasaan pasar 

oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena 

l 3  Nurimansjah Hasibuan, Ekonomi Ind~lstri Persaingan, Monopoli dan Regulnsi, PT. Pustaka, 
LP3ES Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 8 1. 

14 Johny Ibrahim, H ~ ~ k ~ l n i  Persclinl,o~~ln Usnlzn, Filosoj?, Teal-i, n'nn In~plilcc~si Penerpm1~73n di 
bdonesia, Banyumedia, Cetakan Kedua, Malang. 2007, hlm 2. 



dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang 

untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (nznrket - 

mechanisnz) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan 

konsumen. l5  

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya 

ekonomi pasar. Persaingan usaha yang tidak sehat pada akhirnya akan mematikan 

persaingan dan dapat menimbulkan monopoli. Monopoli dibidang ekonomi ini 

sangat berbahaya dan merugikan kepentingan m u m  apabila diciptakan dan 

didukung oleh pemerintah, karena mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat 

dan kompetitif, yang pada akhirnya akan dapat melumpuhkan sistem politik yang 

demokratis.16 padahal seharusnya pemerintah segera berusaha menghentikan gejala 

yang muncul dalam perekonomian berupa adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada 

kelompok orang atau orang-orang tertentu. Jika ha1 ini dibiarkan maka 

akanmenimbulkan kesenjangan sosial atau bahkan kecemburuan sosial yang 

berdampak negatif pada stabilitas nasional.17 

Pada dasarnya persaingan usaha hanya terjadi jika ada dua pelaku usaha atau 

lebih menawarkan produk dan jasa yang sama kepada konsumen dalarn sebuah pasar. 

"lbid, hlm 3.  
l6 Editorial: "Menzbudayukan Persaingan Sehat ", Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan 

Hukum Bisnis, Volume 19, Jakarta, 2002, hlnl 4. 
l 7  Zahn Ahmad, "Gejala Penl~tsatan Kekuntan Ekononzi Hc~rvs Dihentikan" Konlpas, 24 

November 1994. Dikutif Dalam A.M. Tri Anggraini, Lrrrangan Praktik Monopoli drirz Persctingrrrz Tidak 
Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Hukunl Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,111111 28. 



Dimana dua pelaku usaha atau lebih ini berusaha untuk mencari keuntungan yang 

sebesar-besamya yang kadangkala ha1 tersebut bisa merugikan pelaku usaha lain.!' 

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan 

gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara tidak wajar sehingga 

menghambat perdagangan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum dalam 

bentuk larangan-larangan untuk menghindari dampak buruk monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan. 

Lahimya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah RI untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan 

mencegah persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mematikan potensi 

kemajuan ekonomi bangsa. Tujuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah 

untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, 

mengatur persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap kartel 

atau persengkokolan bisnis. Bagaimanapun juga ide tersebut telah lahir dari hak 

inisiatif DPR untuk merniliki Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bagi Indonesia 

sejak bertahun-tahun. Berkembangnya perhatian rakyat Indonesia untuk memiliki 

Undang-undang 1Vo. 5 Tahun 1999 disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan- 

perusahaan besar dan pemilik modal di Indonesia telah menguasai pangsa pasar 

terbesar ekonomi nasional Indonesia dan dengan cara demikian mereka dapat 

I S  Wihana Kirana Jaya, Pengantar Ekonon~i Iizd~lstl-i Pelwlelcatan Sti.ukt~.~i; PeriluX-il drm Kineijo 
Prrsar, BPFE,  Yogyakarta, 1993, hlln 256. 



mengatur barang-barang dan jasa, dan menetapkan harga-harga demi keuntungan 

mereka.19 

Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan 

tidak sehat merupakan satu pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

yaitu : 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya mtuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan sehat 

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para 

pelaku usaha besar, menengah dan kecil; 

3. Mencegah praktek monopoli danlatau persaingan usaha tidak sehat; dan 

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha; 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi 

pengadaan barang perdagangan tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang- 

kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya 

dapat dikendalikan2' Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, monopoli 

diartikan sebagai "Monopoly is a privilege or peculiar advantange vested in one or 

more persons or conzpanies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a 

19 Sutan Remy Sjahdeni, "Lntai- Belnkang, Sejnl-ah, daiz T~lj~lan UU Lal-mgai? Monopoli ", Jurnal 
Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 19, Jakarta, 2002, hlm 5. 

20 Hernlansyah, Pokok-pokok Hukum Persainpr? Usc~hn di hzclonesicl, Kencana Prenada Media 
Group, Cetakan Pertama, Jakarta. 2008, hlm 3. 



particular bz~siness or trade, manufacture a particular article, or contl-01 the sale of 

whole supply of a particular commodity ".21 

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utarna dalam setiap 

pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopoli itu sendiri 

sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, 

apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Oleh 

karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, 

akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang 

mempunyai. monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang 

biasa disebut sebagai praktek monopoli atau monopolizing/monopolisasi. Suatu 

perusahaan dikatakan telah melakukan monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai 

kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain, dan syarat kedua, 

pelaku usaha tersebut, telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 juga diberikan 

pengertian praktek dari m0no~oli,2~ yaitu : 

"Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau 
jasa tetentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 
merugikan kepentingan umum". 

" Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri H~lk~rm Bisnis Anti Monopoli, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1999, ha1 12-13. 

" Andi Fahrni Lubis et. al, Hukum Persainpn Usaha Antarn Teks & Konteks, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, 2009, hlm 127. 

'3~bid. 



Berdasarkan definisi yang diberikan di atas diketahui unsur-unsur praktek 

monopoli ini yaitu :24 

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi; 

2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi; 

3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat; 

4. Pemusatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum. 

Sementara itu, praktik persaingan usaha tidak sehat akan dianggap terjadi 

apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut ini :25 

1. Persaingan tersebut merupakan persaingan usaha antar pelaku usaha; 

2. Persaingan tersebut mencakup bidang produksi d d a t a u  distribusi produk 

d d a t a u  jasa; 

3. Persaingan tersebut dilakukan secara tidak jujur, atau melawan hukum, atau 

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonorni adalah :26 

"Pengusaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan atas satu atau lebih pelaku 

usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa", dan "persaingan 

usaha tidak sehat adalah persaingan antar para pelaku usaha dalam menjalankan 

'"ad Yani dan Gunawan Widjaja, op. cit, hlm 17-1 8 .  
'' Elly Erawaty, "Mengat~n- Perilaku Para Pelak~r Usnha Dalarn Kerangka Persaingnn Usrllzn 

Yung Seltar : Deskripsi Terhadap Isi Undnng-undang No. 5 Tahui.1 1999 Tentnng Larangan Pi-aktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tirlak Sehnt", Seminar : Me~nbennhi Periiukzl Pelaku Bi~r7is Meln l~~i  
U17dang-Undang No. 5 Tnhu17 I999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingu17 Uaha Tidnk Sehat. , 

Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, 
hlm 25. 

'"asal 1 Angka (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 



kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha." 

Meskipun Undang-undang 1Vo. 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengatur para 

pelaku usahalekonomi di tanah air agar dalam menjalankan aktivitas usahanya 

mendasarkan diri pada prinsip-prinsip persaaingan usaha yang sehat, namun Undang- 

undang tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha berupa :27 

1. Usaha kecil sebagairnana diatur oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Kecil; 

2. Koperasi yang bertujuan untuk melayani anggotanya; 

3. Badan usaha milik negara; 

Pengecualian berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bagi pelaku usaha 

tertentu sebagaimana disebutkan diatas, Undang-undang ini juga tidak berlaku 

terhadap perjanjian-perjanjian bisnis sebagai berikut :28 

1. Perjanjian bisnis yang dibuat atas perintah Undang-undang tertentu; 

2. Perjanjian bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), 

seperti merek, hak paten, hak cipta, lisensi, desain industri, rangkaian elektronik 

terpadu, rahasia dagang; 

3. Perjanjian waralaba atau franchising; 

4. Perjanjian keagenan yang tidak memuat ketentuan tentang "resale price 

maintenance "; 

" Elly Erawaty, op. cit, hlm 23. 
"lbid. 



5. Perjanjian kerja sama penelitian; 

6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi; - 

7. Perjanjian danlatau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor ke luar negeri; 

8. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan jasa; 

9. Perjanjian kartel harga khusus yang dibuat dalam rangka ke rja sarna patungan. 

4. Metode Penelitian 

Metode mempunyai peran yarig sangat penting dalarn penelitian dan 

pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain untuk 

menambah kernampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan 

penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang 

lebih besar, untuk meneliti hal-ha1 yang belum d i k e t a h ~ i . ~ ~  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pernikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari 1 

(satu) atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalarn terhadap fakta hukum tersebut, kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-pennasalahan yang timbul di 

dalarn gejala yang yang ber~angkutan.~' 

29 Soerjono Soekanto, Perzgantav Penelitiaiz Hirkunl, UI Press, Cetakai~ Ketiga, Jakarta, 2007, 
hlrn 7. 

30~bid,  hlm 43. 



Jenis penelitian yang digunakan dalarn tesis ini adalah yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif ini adalah untuk-menganalisis data yang mengacu 

kepada norma-noma hukum yang tedapat peraturan perundang-undangan dan 

peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

2. Bahan hukum 

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum 

dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan 

sumber-sumber penelitian.31 Sumber penelitian kepustakaan hukum yang 

diperlukan bila ditinjau dari sudut mengikatnya, dibedakan menjadi : 

a. Bahan Hukum Primer. 

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, 

peraturan perundang-undangan, dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU). Dalarn penelitian ini digunakan bahan hukum primer berupa : 

1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

3) \Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

4) Peraturan Pemerintah IVo. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 

Minyak dan Gas Bumi. 

3 1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitin~t H~lli~lill, Kencana, Jakarta, 2007, hlln 141 



5 )  Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) 

Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

6) Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liguejed Petrolezlnz Gas Tabung 3 

Kilogram. 

7) Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1732 

W 10/MEM/20 13 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) Dalam 

Penyediaan dan Pendistribusian Liguejed Petroleum Gas Tabung 3 

Kilogram. 

8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

b. Bahan hukum sekunder. 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan isinya tidak mengikat. Adapun jenis bahan hukum sekunder yang 

akan dipergunakan dalarn penulisan tesis ini adalah literatur, junlal hukum, 



makalah, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel di website yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. - 

c. Bahan hukum tersier. 

Yaitu bahan hukum yang mebenkan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus, ensiklopedia, 

artikel-artikel hukum, jurnal-jumal hukum, maj alah dan surat kabar harian. 

3. Analisis Data 

, Hasil penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Metode yang demiluan ini tidak menitikberatkan 

kepada aspek kuantitas data yang diperoleh semata melainkan juga mementingkan 

kedalaman analisa hukumnya. 

5. Sistematika Penulisan 

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sitematika penulisan. 

Bab I1 Membahas tentang kajian konsep monopoli berdasarkan hukum 

persaingan usaha. 

Bab I11 Membahas kesesuaian kebijakan Pendistribusian Liguefied Petroletu?~ 

Gas (LPG) 3 kg oleh Pertamina dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .dan Peraturan Koinisi 

Pengawas dan Persaingan Usaha. 



Bab IV Merupakan penutup yang terdiri dari kesi~npulan dan saran. 



BAB I1 

KAJIAN KONSEP MONOPOLI BERDASARKAN 

HUKUM PERSAINGAN USAHA 

A. Kajian Konsep Tentang Monopoli 

1. Pengertian Monopoli 

Dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli 

dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) yang diamaksud dengan monopoli adalah: 

"penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau ataspenggunaan 
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha." 

Apabila istilah monopoli tersebut hanya mencakup struktur pasar dengan 

satu pemasok atau penerima di pasar bersangkutan, dan dengan mengingat 

jumlah kecil monopoli jenis tersebut dalam ekonomi secara riillnyata, maka 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah begitu berarti dan 

kurang penting. Akan tetapi sebetulnya istilah monopoli dalam undang-undang 

tersebut mempunyai makna yang lebih luas, dan ha1 ini dari satu sisi dapat 

disimpulkan dari ciri-ciri dalarn definisi struktur pasar, perilaku pasar, pangsa 

pasar, harga pasar serta konsumen. 

Demikian pula Black's Law Dictionary memberikan definisi tentang 

monopoli dari segi yuridis sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

3 2 . ~ e n r y  Campbell, Black's Law Dictionaly, St. Paul-Minnesota: West Publishing Co, 1990, hlm 
52. 



"Monopoly is a priz~ilege or peczllicrr advantange vested in one or more persons 

or companies, co~lsisting in the exclt~sive right (or power) to carry on a 

particz~lar business or trade, nzanz!factzlre a partic~~lar article, or corztrol the 

sale oj'whole supply of'a particz~lar conznzodity " 

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap 

pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri 

sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukurn, 

apabila diperoleh dengan cara-cara yangjbir d m  tidak melanggaar hukum. Oleh 

karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan 

usaha, a k a  tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari 

perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatan di pasar 

bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau 

monopolizinglmonopolisasi. Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan 

monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau 

mematikan perusahaan lain dan syarat kedua, pelaku usaha tersebut telah 

melakukannya atau mempunyai tujuan untuk m e l a k u k a n ~ ~ ~ a . ~ ~  

Sebetulnya istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris, yaitu nzonopoly dan 

istilah tersebut menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu "monos 

polein" yang berarti sendirian m e n j ~ a l . ~ ~  Kebiasaan ~nasyarakat di Arnerika 

menyebut monopoli sebagai "antit1-~1st". untuk antimonopoli atau istilah 

7 

" Andi Fahrni Lubis et. al, op. cit, hlnl 127. 
'%. Kusnadi, Eko~~onzi Mih-o, FE Unbraw, Malang, hlm 370. 



"dominasi" yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk inenyebut istilah 

monopoli. Istilah monopoli hams dibedakan dengan istilah monopolis yang 

berarti orang yang menjual produknya secara sendirian. 

Pengertian monopoli selalu dikaitkan dengan monopoli dalam perspektif 

ekonomi, tetapi monopoli dalam perspektif hukum pun acapkali digunakan 

dalam literatur. Sebetulnya pasar persaingan sempurna dapat ditempatkan pada 

satu sisi dan sekaligus disebut sebagai sisi ekstrim, dan posisi monopoli 

merupakan sisi sebaliknya dari pasar persaingan ~ e r n ~ u r n a . ~ '  

Dilihat dari satu sisi pada pasar persaingan jumlah penjual sangat banyak 

dan tidak dapat mempengaruhi harga pasar suatu produk tertentu, sehingga para 

penjual hanya sebagai pengikut harga saja (price taker). Sedangkan sisi lain 

pada pasar monopoli jumlah penjual hanya dikuasai oleh satu atau sekelompok 

pelaku usaha dan mereka dapat menentukan harga pasar. Oleh karenanya 

kelompok monopolis ini disebut sebagai penentu harga (price setter). 

Pengertian monopoli secara umum adalah jika ada satu pelaku usaha 

(penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa 

tertentu, pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Akan 

tetapi karena perkembangan jaman, maka jumlah satu kurang relevan dengan 

kondisi riil di lapangan, karena temyata banyak usaha industri yang terdiri lebih 

dari satu perusahaan mempunyai prilaku seperti m ~ n o ~ o l i . ~ ~  

" Andi Fahmi Lubis et. al, op. cit, hlm 128. 
36 Monopoli tidak hanya terjadi pada sisi penawaran (srq~ply) saja, tetapl ada juga monopoli pada 

sisi permintaan (demnnrl) yang kemudian disebut nzonopol~. of denlallcl (monopoli) dan inonopo/~; of 
clemnnd ini hanya tesdapat pada pihak penerilna barang dan jasa atau penerinla pasokan Ipenlbeli tunggal. 



Berdasarkan kamus Ekonon~i Collins yang dimaksud dengan monopoli a d a ~ a h : ~ ~  

"Salah satu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat bahwa satu 

perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk substitusi atau pengganti 

serta adanya pemblokiran pasar (bai-rier to enteiy) yang tidak dapat dimasuki 

oleh pelaku usaha lain." 

Pengertian monopoli diatas temyata bahwa penyebab timbulnya monopoli 

itu sendiri adalah adanya hambatan untuk bisa memasuki pasar lain. Hal ini bisa 

saja terjadi dikarenakan: 

a. Sumber kunci, misalnya pelaku usaha merupakan satu-satunya pemilik sumber 

utama (resozrvces). 

b. Monopoli yang diciptakan pemerintah, misalnya adanya pemberian hak 

tertentu kepada salah satu pelaku usaha yang dekat dengan penguasa untuk 

mengimpor atau mengekspor produk barang dan jasa tertentu. Atau bias juga 

pemerintah memberikan hak paten atau copyright kepada salah satu pelaku 

usaha. 

c. Terjadi monopoli alamiah, monopoli ini terjadi karena penyediaan barang dan 

jasa akan lebih murah jika dilaksanakan oleh satu pihak dari pada oleh 

beberapa pihak. 

Disamping itu monopoli juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok pelaku usaha (a grolry of sellers) yang 
secara bersarna-sama membuat keputusan tentang produksi maupun harga. Dalam perkembangan 
selanjutnya pengertian monopoli ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, monopoli sebagai suatu 
struktur pasar, monopoli dapat pula dipakai untuk menggambarkan suatu posisi dari pelaku usaha dan 
monopoli dipakai untuk menggambarkan kekuatan pelaku usaha untuk menguasai penawaran, 
menentukan dan memanipulasi harga. 

37 Elyta Ras Ginting, Hilkunz Antinlonopoli hzdorie.sia: Analisis dnn Pei.ba~zdi~zgan U~lrkl~ig- 
~lndaizg No. 5 Tahlin 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm 19. 



Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak benvujud secara fisik 

dan - yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu b a r a ~ ~ g . ~ ~  Individu- 

individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi, mereka 

menawarkan faktor-faktor tersebut meinperoleh pendapatan dan pendapatan 

tersebut akan digunakan untuk meinbeli barang dan jasa. Interaksi diantara 

pembeli dan penjual faktor-faktor produksi diberbagai pasar akan menentukan 

harga dan kuantitas barang dan jasa yang akan diperjual belikan. Sedangkan 

struktur pasar (market structure) adalah karakteristlk yang mempengaruhi 

perilaku dan kine rja perusahaan yang beroperasi dalarn pasar t e r ~ e b u t . ~ ~  

Untuk mengetahui gambaran adanya monopoli dalam suatu pasar, perlu 

kiranya terlebih dahulu memahami struktur dan krakteristik bentuk-bentuk 

pasar. Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai 

kondisi lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai 

produsen. Terdapat 4 (empat) bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, 

y aitu : 

1. Pasar persaingan sempurna 

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana 

terdapat banyak penjual dan pembeli, di setiap penjual ataupun pembeli tidak 

dapat mempengaruhi keadaan di pasar.40 

38 Sukirno Sadono, Pengc~~~tcrl- Te07.i Ekononli MiX-80, Grafindo Persada, Jakarta, 200 1, hlm 24. 
39 A ~ U S  Maulana. Pengantcll- M i b o  Ekono~zi Jilid 2, Edisi Kesepuluh, Bina Rupa Aksara, 

Jakarta, hlm 16. 
40 Sukinlo Sadono, 01,. cit, hlm 229. 



Persaingan senlpunla merupakan struktur pasar yang paling ideal karena 

- dianggap sebagai pasar yang akan menjamill tenvujudnya kegiatan produksi 

barang atau jasa yang sangat efisien. 

Ciri-ciri pasar persaingan ~ e m ~ u r n a : ~ '  

a. Perusahaan adalah pengambil harga (price taker). 

Price taker artinya bahwa perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat 

menentukan atau merubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan di 

pasar tidak akan menimbulkan perubahan terhadap harga pasar yang 

berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara penjual dan 

pembeli secara keseluruhan. Seorang penjual terlalu kecil perannya di 

pasar, ha1 itu disebabkan karena jumlah barang yang dijual merupakan 

sebagian kecil saja dari seluruh barang yang diperjual belikan. 

b. Setiap perusahan mudah keluar masuk pasar. 

Bila ada penjual ingin melalcukan kegiatan dalam pasar maka dengan 

mudah akan masuk ke pasar, sebaliknya bila perusahaan mengalami 

kerugian, maka dapat pula dengan mudah meninggalkan pasar, tanpa 

adanya hambatan secara hukum maupun ekonomi. 

c. Menghasilkan barang yang serupa. 

Barang yang dijual oleh berbagai perusahaan sulit dibeda-bedakan. Tidak 

terdapat perbedaan yang nyata antara barang yang dihasilkan perusahaan 

yang satu dengan yang lain, yang sering disebut barang honzogenozrs. 

4' Agus Maulana, op. cit. hlili 25. 



Barang yang dijual oleh seorang penjual inerupakan barang pengganti 

sempurna bagi penjual lain. Akibatnya tidak ada gunanya penjual 

rnelakukan persaingan non price con~~etition.~' 

d. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 

Hal ini mempunyai dua aspek yaitu : 

(a) Jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan 

relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan yang 

ada dalam pasar. Akibatnya barang yang dijual oleh suatu perusahaan 

sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah seluruh barang yang 

dijual dipasar. 

(b) Segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan seperti menaikan atau 

menurunkan harga atau jurnlah barang yang dijual, sedikitpun tidak 

mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar. 

e. Pembeli mernpunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. 

Dalam ha1 ini pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan 

perubahan-perubahan atas harga barang yang diinginkan, oleh sebab itu 

penjual tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari 

pada harga yang berlaku di pasar. 

42 No11 Pi-ice Cornpetiton adalah persaingan yang bukan harga, misalnya iklan, sistem pelayanan 
dsb. 



2. Pasar Monopoli 

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu 

perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak 

mempunyai substitusi atau barang pengganti.43 

Biasanya keuntungan yang dinikmati perusahaan monopoli adalah 

keuntungan diatas normal, ha1 ini karena adanya hambatan yang tangguh 

terhadap perusahaan lain yang akan masuk kedalam pasar. 

Ciri-ciri pasar monopoli: 

a. Pasar monopoli adalah pasar yang dimiliki oleh satu perusahaan, dengan 

demikian barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tidak 

dapat dibeli ditempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain bila 

mereka menginginkan barang tersebut harus membeli pada perusahaan tadi, 

dan syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan 

monopoli tersebut. 

b. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 

Barang yang dijual merupakan satu-satunya jenis barang (close sub~ t i t u t e )~~  

yang ada dalam suatu pasar. 

c. Tidak ada kemungkinan masuk kedalam pasar 

Ada beberapa bentuk hambatan masuk ke dalam pasar monopoli, yaitu 

Undang-undang, kemainpuan teknologi, modal, dail skala ekonomis 

43 Agus Maulana, op. cit, hlln 33 .  

44 Close Szlbstitlrte: tidak ada barang pengganti (barang yang mirip) pada pasar yang sama. 



produksi. Hal ini inerupakan sebab utama yang dapat menimbulkan 

kekuasaan monopoli. 

d. Dapat menentukan harga. 

Karena merupakan satu-satunya penjual di pasar, maka perusahaan 

monopoli dapat mengendalikan jumlah barang yang dijual sehingga dapat 

menentukan harga (price setter). 

e. Promosi iklan kurang diperlukan. 

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan 

dalam pasar, maka tidak ada saingan dari perusahaan lain, sehingga bila 

perusahaan monopoli membuat iklan, iklan tersebut tidak bertujuan menarik 

pembeli tetapi hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. 

3.  Persaingan monopolistis 

Pasar persaingan monopolistis merupakan pasar yang berada diantara dua 

jenis pasar yang ekstrim yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab 

itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar persaingan sernpurna 

dan sifat-sifat persaingan monopoli. 

Pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar dimana terdapat banyak 

penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak (differentiated 

product).45 

45 Sukirno Sadono, op. cit. hl~n 236. 



Ciri-ciri pasar monopolistis: 

a. Terdapat banyak penjual 

Meskipun terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar 

persaingan sempuma. Apabila dalam pasar sudah ada beberapa puluh 

perusahaan maka pasar persaingan monopolistis sudah terwujud. 

Perusahaan dalarn pasar persaingan monopolistis mempunyai ukuran yang 

sama besarnya tidak ada perusahaan yang ukurannya jauh melebihi 

perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini berakibat pada kuantitas produk 

perusahaan yang menjadi kecil bila dibandingkan dengan kuantitas produk 

dalam pasar. 

b. Barangnya berbeda corak 

Hal ini merupakan sifat penting yang membedakan dengan pasar 

persaingan sempurna. Disamping perbedaan bentuk fisik barang tersebut, 

terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pembungkusan (packaging) dan 

perbedaan bentuk j asa setelah penjualan (after sales service) serta 

perbedaan cara membayar barang yang dibeli. Adanya perbedaan perbedaan 

tersebut barang yang diproduksi dalarn pasar persaingan monopolistis 

bukan barang pengganti sempurna bagi barang lain, tetapi hanya merupakan 

barang pengganti dekat. Perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan 

inilah yang menjadi su~nber dari adanya kekuasaan monopoli yang dimiliki 

. perusahaan dalam persaingan monopolistis. 

c. Perusahaan ineinpunyai sedikit kekuasaan ineinpengaruhi harga. 



Kekuasaan ini bersumber dari sifat barang yang dihasilkan yaitu 

differentiated product apabila perusahaan menaikkan harganya, maka 

penjual masih dapat menarik pembeli walaupun pembeli tidak sebanyak 

sebelum kenaikkan harga. 

d. Penjual mudah masuk kedalam pasar 

Meskipun tidak semudah keluar masuk seperti pada persaingan 

sempurna, tetapi lebih mudah keluar masuk dibanding pasar monopoli, 

karena disamping membutuhkan modal yang lebih besar juga harus 

mernproduksi barang yang berbeda serta perlu promosi penjualan untuk 

meyakinkan pembeli akan mutu yang lebih baik dibandingkan dengan 

produk yang lain. 

e. Membutuhkan promosi penjualan yang sangat aktif. 

Harga bukan penentu utama bagi perusahaan dalarn pasar persaingan 

monopolistis karena produk perusahaan merupakan differentiated product, 

sehingga penjual yang menjual barangnya dengan harga relatif tinggi masih 

dapat menarik langganan. Maka penjual perlu melakukan persaingan bukan 

harga, yaitu antara lain: dengan memperbaiki mutu dan disain barang, 

melakukan kegiatan iklan terus menerus, dan memberikan s yarat penjualan 

yang inenarik. 



4. Pasar oligopoli 

Struktur pasar oligopoli adalah dimana terdapat beberapa perusahaan 

raksasa yang menguasai sebagian besar pasar (70% - 80%) dari seluruh pasar, 

disamping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan 

yang menguasai pasar akan sangat rnempengaruhi perusahaan yang lain.46 Hal 

ini menyebabkan perusahaan harus berhati-hati dalam pengambil keputusan 

merubah harga, merubah disain tehnik produksi. Di dalam perekonomian yang 

sudah mapan banyak pasar yang bersifat oligopolistik, karena teknologi yang 

sudah sangat modem, efisiensi optimum harus tercapai bila kapasitas produksi 

besar sekali. Keadaan ini menimbulkan pengurangan jurnlah penjual dalam 

pasar. 

Ciri-ciri pasar 0 1 i ~ o ~ o l i s t i k : ~ ~  

a. Dapat menghasilkan barang standar atau barang berbeda corak. 

Bila menghasilkan barang standar, biasanya terdapat pada industri 

bahan baku, seperti industri semen, plat baja dan lain-alin. Bila 

menghasilkan barang berbeda corak, biasanya terdapat pada industri 

barang jadi atau barang akhir seperti: mobil, rokok dan sebagainya. 

b. Kekuasaan menentukan harga 

Bila perusahaan dalam pasar oligopoli bekerjasama dalam menentukan 

harga maka kekuasaan penjual sangat kuat. Bila perusahaan atau penjual 

46 Ibid, hlm 238. 

47 Ibid. hlm 24 1 . 



tidak bekerja sama dalam kebijakan harga maka kekuasaan penjual 

terhadap harga sangat lemah, sebab ada perusahaan yang menurunkan 

harga akan dibalas oleh perusahaan lain dengan menurunkan harga pula, 

akibatnya peinbeli akan lari pada penjual yang harganya lebih murah. 

c. Perusahaan oligopoli perlu promosi iklan 

Iklan perlu dilakukan oleh perusahaan yang menjual barang yang 

berbeda corak, tujuannya untuk menarik pembeli baru dan 

mempertahankan langganan. Sedangkan perusahaan yang menjual barang 

standar tidak memerlukan banyak iklan, iMan diadakan oleh perusahaan 

dengan tujuan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. 

2. Jenis-jenis Monopoli 

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam 

berbagai jenis, ada yang merugkan dan ada yang menguntungkan perekonomian 

dan masyarakatnya. Oleh karena itu pengertian masing-masing, jenis monopoli 

perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena 

merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi 

kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut adalah sebagai 

ber ik~t :~ '  

(1) Monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh Undang-undang (monopoli 

b j~  law) 

4s Susanti Adi Nugroho, H L I X - L ~ ~  Persnilzgan Usalzci di I J ~ ~ O J Z E S ~ ~ ,  Dcllanz Teo1.i don Prcibik Serta 
Penel-(p~a? Hukunzn);a, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hltn 236. 



Pasal 33 UUD 1945 inenghendaki adanya monopoli negara untuk 

menguasai buini dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang 

banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan 

perlindungan hukum jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang 

memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai 

hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umrnat manusia. 

Pemeberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari 

hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (copyright) dan hak atas 

kekayaan industri (industry property) seperti paten (patent), merek 

(trademark), desain produk industri (industry design) dan rahasia dagang 

(trade secret) pada dasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang 

diakui dan dilindungi oleh undang-undang. 

(2) Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim 

dan lingkungan yang sehat (monopoly by nature) 

Monopoli bukanlah merupakan suatu perbuatan jahat tau terlarang 

apabila kedudukan tersebut diperoleh dengan mempertahankan posisi 

tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional. 

Keinampuan sumber daya manusia yang professional, kerja keras dan 

strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan mernbuat 

suatu perusahaan inemiliki kinerja yang unggul (superior skill) sehingga 

tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu koinbinasi antara kualitas 



dan harga barang atau jasa serta pelayanan sebagaimana di kehendaki oleh 

konsumen. Dalain ha1 ini perusahaan dapat menyediakan keluaran (output) 

yang lebih efisien dari pada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan 

lainnya. Perusahaan seperti itu mampu mengelola secara tepat lima faktor 

persaingan yang menentukan kemampuan industri sebagaimana 

dikemukakan oleh porter, yaitu daya tawar menawar pemasok, ancaman 

pendatang baru, daya tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa 

sustitusi dan persaingan diantara perusahaan yang ada.49 

Monopoli alarniah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar 

(market size) akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau 

perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan kedua yang memasuki 

arena persaingan akan menderita kerugian dan tersin&r secara alarniah, 

karena ukuran pasar yang tidak memunglunkan adanya pendatang baru. 

Dalam bentuk lain, monopoli alamiah juga akan muncul jika pelaku usaha 

memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa 

dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pe lah  usaha lain. Fenomena 

seperti misalnya terjadi pada produk makanan atau rancangan gaya 

berpakaian yang eksklusif. 

(3) Monopoly yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme 

kekuasaan (monopoly by license) 

49 Michael E. Porter, Co~npetiti~le Ad~,antrr,ae, Crenting and S~cstninii7g Superior pe1formn17ce, 
Edisi Indonesia: Kezazggulan Bersnirig, Menciytc~linn rln~i Me~npertahanknlz Kine~:jct Ungglrl, Agus 
Dhanna et. al, Erlangga, Jakarta 1993, Hlln 5. 



Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para 

pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan 

distorsi ekonomi karena menggangu bekerjanya mekanisme pasar yang 

efisien. Umurnnya monopoli by license berkaitan erat dengan para pemburu 

rente ekonomi (rent seekers) yang menggangu keseimbangan pasar untuk 

kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat 

kekuasaan dalam pemerintahan pada urnurnnya memiliki kecenderungan 

melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu, meskipun tidak semuanya 

memiliki reen seeking behavior. Perbuatan rente sangat mencederai 

semangat persaingan usaha karena dianggap sebagai bisnis tanpa resiko. 

Dengan jarninan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal 

menunggu laba masuk saja. 

(4) Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat prilaku yang tidak jujur. 

sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam 

waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil 

mun&n atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar 

untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para persaingan yang 

ada. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut 

manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya 

menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau 

rivalitas dalain berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat 

terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas dan kebijakan harga 



tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi 

juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan pesaingnya. Itulah sebabnya para 

pelaku usaha cenderung melakukan hal-ha1 yang bersifat anti persaingan 

dalarn menjalankan usahanya dan yang lebih ekstrim lagi, melakukan praktik 

bisnis yang tidak jujur. 

Jenis monopoli yang dimaksud pada poin (3) dan (4) dapat mengganggu 

bekerjanya mekanisme pasar dan harus dilarang. Sementara, jenis monopoli 

pada poin (1) d m  (2) tetap perlu diawasi dan diatur agar pada suatu waktu 

kekuatan ekonomi yang dimilki tidak akan disalah gunakan.50 

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Monopoli 

Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (barriers to 

entry) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat 

dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menj adi hambatan teknis 

(technical barriers to entry) dan hambatan legalitas (legal barriers to entry).51 

a. Hambatan teknis (technical barriers entry) 

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan- 

perusahaan lain sulit bersaing dengan perusaham yang sudah ada (existing 

firm). Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal: 

Johnny Ibrahim, H~rk~rm Persningan Usnha Filosqfi, Teori dan Implikasi Penerapan~~7n di 
Indonesia, Banyumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 43-44. 

5 1  Prahtanla Rahardja dan Mandala Manulang, Teol-i Ekonomi Mili-r.0 Suatzc Penguntar, FE UI ,  
1999,hlm 23 1-232. 



(1) Perusahaan memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus yang 

memungkinkan untuk berproduksi secara sangat efisien. 

(2) Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis 

mempunyai kurva biaya (MC dan AC) yang menurun. Makin besar skala 

produksi, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per 

unit (AC) makin rendah. 

b. Hambatan juridis (legal bar.rzers to entiy) 

(1) Undang-undang dan hak khusus 

Tidak semua perusahaan mempunyai kekuatan monopoli karena 

kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan 

perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya 

monopoli. Hal itu dimunglunkan karena secara hukum mereka diberi hak 

monopoli. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak 

memilki kelcuatan monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang 

tersebut mereka memilki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. 

(2) Hak paten atau hak cipta 

Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang 

mengakibatkan efisiensi. Hak paten dan hak cipta adalah monopoli 

berdasarkan hukum karena mempunyai kemampuan pengetahuan khusus 

yang ~nenciptakan daya monopoli secara teknik. 



4. Aspek Positif dan Negatif Monopoli 

Meskipun secara umum lebih sering dikemukan bahwa monopoli itu negatif; 

apabila dilihat ternyata ada pula aspek positif yang bias ditemukan dari 

monopoli akan dikernukakan berikut ini:52 

a. Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi 

tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh satu unit usaha 

tunggal yang besar, maka ada kemunglunan bahwa biaya-biaya tertentu akan 

bisa dihindari. 

b. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen dalam industri tertentu. Dalam bidang usaha pelayanan 

telekomunikasi misalnya, para pengguna jasa akan bisa saling berhubungan 

tanpa kesulitan karena hubungan itu difasilitasi oleh satu perusahaan yang 

merniliki basis teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh semua konsumen. Hal 

ini munglun saja tidak terjadi jika usaha pelayanan telekomunikasi dibuka bagi 

persaingan. Dalam ha1 terjadi persaingan, ada kemunglunan perusahaan- 

perusahaan yang saling bersaing itu mengembangkan sendiri teknologi mereka 

bagi konsumen mereka sendiri. 

c. Monopoli bisa menghindari duplikasi fasilitas umum. Adakalanya bidang 

usaha tertentu akan efisien bagi publik apabila dikelola hanya oleh satu 

perusahaan. Jika distribusi air minum diberikan pada lebih dari satu 

perusahaan yang saling bersaing, yang mungkin terjadi adalah bahwa mereka 

" Thomas J. Anderson, O L , ~  Con~petitive System and Public Policy, South Westren Publishing 
Company, 1958, hlm 33-36. 



akan meinbangun sendiri instalasi air minum mereka. Dari sisi kepentingan 

publik, duplikasi fasilitas air minum itu bisa dianggap sebagai sesuatu-yang 

kurang efisien. 

d. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya pariwara serta biaya 

diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap perusahaan yang bersaing akan 

saling mencoba merebut konsumen dengan banyak cara. Pariwara tampaknya 

menjadi cara yang cuku;, penting untuk menjangkau konsumen. Setiap 

perusahaan juga akan cenderung untuk membuat produk mereka bisa 

dibedakan dari produk perusahaan lain. Dalam ha1 terjadi monopoli, kedua 

macam biaya tersebut tidak relevan. ,Karena perusahaan akan selalu berada 

pada pihak yang leblh dibutuhkan oleh konsumen, ia tidak perlu bersusah- 

susah mendapatkan konsumen melalui pariwara maupun diferensiasi produk. 

e. Dalam monopoli biaya kontraktual' bisa dihindarkan. Persaingan membuat 

kekuatan ekonomi tersebar. Dengan dernikian, maka para pelaku ekonomi 

akan memiliki kekuatan relatif yang tidak jauh berbeda. Konsekuensinya, jika 

mereka akan saling bertransaksi, waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan 

menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak dijumpai dalam kondisi monopoli di 

mana peluang untuk bernegoisasi tidak terlampau besar. 

f. Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya 

tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata 

bersifat '>profit motive". 



Argumentasi sentral yang selama ini digunakan untuk menolak monopoli 

tampaknya jatuh sarna dengan argumentasi untuk menerima persaingan. Seperti 

pembahasan di depan, persaingan lebih disukai karena kondisi ini mendorong 

alokasi sumber daya secara egisien. Dengan demikian, monopoli ditolak karena 

cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. 

Aspek-aspek negatif dari monopoli adalah sebagai be r i l~u t :~~  

a. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk 

sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya 

dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak 

mempunyai pilihan. Dengan kata lain, mau tidak mau ia harus menggunakan 

produk satu-satunya. 

b. Monopoli membuat posisi konsumen rnenjadi rentan di hadapan produsen. 

Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan dari 

pada konsumen, terbuka peluang besar bagi produsen untuk merugikan 

konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya. Menjadi bisa 

menentukan harga secara sepihak secara menyimpang dari biaya produksi riil. 

c. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. 

Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak merniliki motivasi 

yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses 

53 Arie Siswanto, H~ilc~fnl Persaingatl Usnha, Ghalicl bldonesln, Bogor, 2001, 111111 2 1. 



produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan 

mengalami stagnasi. 

B. Pengecualian Monopoli Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

Persaingan dalam dunia usaha dimengerti sebagai kegiatan positif dan 

independen dalam upaya mencapai equilibrium. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap 

pelaku ekonomi yang masuk dalam pasar akan melalui proses persaingan dimana 

produsen mencoba memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas dan 

pelayanan dalam upaya merebut pasar dan konsumen. Ketika keadaan ini dapat 

dicapai, maka produsen atau pelaku usaha tersebut akan berupaya untuk I 
I 

mempertahankan kondisi tersebut paling tidak tetap bertahan menjadi incumbent 

dengan pangsa pasar tertentu pada pasar bersangkutan. Dilema yang terjadi adalah 
I 

ketika ada pelaku usaha yang berhasil menjadi seorang monopolis di pasar yang 

mengakibatkan produsen atau pelaku usaha tersebut menjadi tidak efisien dan 

mampu meningkatkan hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi. pesaingnya. 

Bila kondisi ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber daya yang tidak 

efektif dan bahkan mampu mengakibatkan pasar terdi~torsi .~~ 

Untuk memaharni konsep persaingan serta alokasi sumber daya yang efisien 

maka Ilmu Ekonomi menguraikan beberapa ha1 mengenai sumber daya yaitu: 

adanya sumber daya yang dikonsumsi atau dipergunakan manusia, alternatif 

pengalokasian yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

54 Aildi Fahmi Lubis et. al, op. cit, hlm 2 13. 



manusia.Sumber daya tidak selamanya merupakan sesuatu yang bebas dan 

ketersediaannya yang terbatas menjadikannya masuk dalan kategori sumber daya 

ekonomi (economic resources), misalnya tanah, tenaga kerja atau modal. Dalam 

pengaturan sumber daya ini implementasinya dapat dilihat dari cara memproduksi 

dan pendistribusiannya dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tidak semua 

sumber daya ini bebas,maka regulasi ataupun peraturan yang diciptakan pemerintah 

sangat menentukan agar terdapat keseimbangan bagaimana dan kepada siapakah 

pengaturan sumber daya tersebut dapat dialokasikan atau didistribusikan. Di 

samping itu dalam upaya mencapai tujuan ekonomi, yang dapat dilakukan melalui 

proses mekanisme pasar akan dapat diawasi melalui adanya Hukum Persaingan 

(competition law).55 

Persaingan dalam mekanisme pasar adalah berlaku bagi setiap pelaku pasar 

tanpa terkecuali. Hukum Persaingan melindungi mekanisme proses persaingan tanpa 

mempertimbangkan siapakah yang menjadi pelakunya dengan tujuan yang baik agar 

alokasi, sumber daya menjadi efisien. Mekanisme pasar yang berjalan melalui 

persaingan yang sehat dan fair serta. konsisten dengan .tujuan distibusi yang adil 

diharapkan mampu mencapai efisiensi nasional serta kesejahteraan umum. Di 

samping itu Hukum Persaingan diharapkan mampu mengawasi terjadinya 

diskriminasi harga, pemerataan informasi pasar bagi yang kurang lnampu 

mempunyai akses, kesempatan atau akses kepada modal, teknologi dan berbagai 

kesempatan berusaha lainnya. Tetapi bila berbagai tujuan yang baik untuk . 



mendukung mekanisme pasar ini tidak berhasil dicapai, maka dapat berakibat pada 

kegagalan mekanisme pasar yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku pasar yang 

bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Hukum Persaingan berupaya mengawasi agar perbuatan atau perj anjiail yang 

bersifat anti persaingan seperti kartel, monopoli, penggunaan posisi dominan, 

monopsoni dan lainnya dapat dicegah. Tetapi pada kenyataannya ada juga berbagai 

kegagalan pasar yang terjadi tetapi tidak dapat dijangkau, dicegah atau diatur 

melalui Hukurn Persaingan. Oleh sebab itu ada kebutuhan yang mendasar terhadap 

pentingnya pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai jenis tindakan atau 

kegiatan,industri ataupun pelaku usaha tertentu yang tidak terrnasuk dalam 

pengaturan Hukum Persaingan. Sebagai contoh, dibutuhkan adanya regulasi 

terhadap industri yang masuk dalarn kategori kepentingan umum (misalnya 

monopoli alamiah dalam penyediaan air bersih, listrik atau telekomuniasi). Dimana 

bila diperhitungkan. secara ekonomi, maka proses produksi yang dilakukan oleh 

hanya satu perusaham akan marnpu mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 

Ada juga keadaan dimana akibat penggunaan sumber daya yang tidak diatur dengan 

baik terhadap sumber daya yang sifatnya universal akan mengakibatkan te rjadinya 

externalities atau pengalokasian surnberdaya yang tidak pada tempatnya, misalnya: 

bilarnana cara memproduksi tidak tunduk pada ketentuan undang-undang 

lingkungan hidup maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan yang sukar 

diperbaiki. Akibat yang mungkin terjadi ini dapat dimitigasi ataupun dielakkan bila 

pengaturannya diatur dengan regulasi yang baik. Dengan deinikiai~ sebenanlya 



adanya regulasi atau pengaturan dalam pasar persaingan dianggap sebagai alternatif 

yang dapat dipergunakan untuk mengurangi pemakaian sumber daya yang kurang 

Pada dasarnya tidak semua regulasi dipersiapkan dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah alokasi surnber daya. Regulasi yang dibuat hams juga 

difokuskan pada aspek lainnya, seperti perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah 

dalam proses persaingan yang akhimya dapat mengakibatkan pelaku usaha 

tersinglur dari pasar. Atau pertimbangan dapat juga difokuskan pada industri yang 

memang sebelumnya sudah diproteksi terlebih dahulu melalui undang-undang 

misalnya adanya Undang-undang yang mengatur mengenai transportasi, air, 

telekomunikasi atau listrik. Keseluruhan unsur dan pertiinbangan ini haruslah 

dipilurkan secara matang oleh pemerintah sehingga justru tidak berakibat pada 

kesenjangan kesempatan pada yang kurang mampu dalam pasar, proteksi yang 

berlebihan pada suatu industri atau bahkan pelaku tertentu menjadi sekedar proteksi 

yang tidak efektif pada suatu kelompok ekonomi tertentu. Tetapi apapun 

argumentasi yang dikemukakan, terlepas dibutuhkan atau tidak, maka regulasi 

dalam proses persaingan diyakini sebagai salah satu jalan untuk mengatur 

mekanisme pasar dan menyeimbangkan berbagai faktor misalnya antara da~npak 

persaingan dengan kepentingan sosial atau urnum. Dengan kata lain, mekanisame 

pasar tidaklah memerlukan berbagai regulasi bila berjalan dan berfungsi dengan 

56 Munir Fuady, H ~ l k ~ n n  Anti Monopoli : Menyongsong Ern Per-saingaii Sehal, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm 1 17. 



baik, sebaliknya bila kegagalan atau distorsi pasar terjadi illaka inelalui regulasi 

merupakan salah satu cara terbaik untuk m e ~ n ~ e r b a i k i n ~ a . ~ ~  

Keputusan untuk memberlakukan regulasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor 

misalnya kepentingan sosial, politik dan kondisi perekonomian suatu negara. Oleh 

sebab itu bentuk, tujuan, karakter dan ruang lingkup pengaturan tersebut dapat saja 

berubah sesuai kondisi yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, selama beberapa 

dekade pasar di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemberian hak khusus kepada 

sekelompok pengusaha tertentu dan demikian juga pada saat yang bersamaan 

pemerintah mempunyai kebijakan untuk memproteksi usaha kecil dan menengah 

yang didasarkan ,pads interpretasi Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan ini melahirkan 

konglomerasi ataupun pada kesempatan lain menciptakan mekanisme bapak angkat 

untuk koperasi dan UKM. Sesudah terjadinya knsis ekonomi pada tahun 1998, 

terjadi perubahan yang cukup signifikan saat pemerintah melakukan deregulasi di 

berbagai bidang. Berbagai faktor kegagalan perekonomian saat itu dianggap berasal 

dari ketidakjelasan kebijakan persaingan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga 

mendorong kebutuhan lahirnya Undang-undang Anti Monopoli beserta peraturan 

lainnYa. 58 

Berdasarkan uraian di atas maka kebijakan persaingan dapat dilakukan melalui 2 

cara yaitu: 

a. Melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme pasar. 

j71bid, hlm 11 8. 
58 Ibid. 



Bahwa peraturan yang dibuat adalah untuk mencapai tujuan seperti 

sebagaimana diamanatkan dala~n persaingan, tetapi peraturan tersebut 

diberlakukan khusus untuk industri yang diproteksi. Replasi ini sejalan dengan 

peraturan lainnya yang bertujuan meningkatkan kinerja industri tetapi melalui 

adanya pembatasan masuk ke pasar (new entvy to market), termasuk regulasi 

mengenai harga atau pelayanan. Sebagai contoh, industri atau pasar yang diatur 

(regulated market) vital dalam memenuhi kebutuhan rakyat banyak, seperti air, 

listrik atau telekomunikasi. Dengan dibatasinya entry atau pelaku lain masuk ke 

pasar, maka pelaku yang telah ada di pasar (incumbent) wajib untuk menjadi 

efisien, inovatif dan meningkatkan pelayanan sebab tidak perlu lagi 

mengalokasikan sumberdayanya atau kemampuamya untuk bersaing kecuali 

hanya fokus pada untuk tujuan-tujuan yang diatur dalam regulasi atauperaturan 

dimaksud. 

b. Memberlakukan Hukum Persaingan untuk mengatur perilaku dan kegiatan dalam 

persaingan atau bahkan untuk mengganti atau mendukung peraturan yang telah 

ada sebelurnnya. 

Bagaimanakah pasal dalam undang-undang Hukum Persaingan dapat 

dipersiapkan untuk mengatasi kegagalan pasar dengan tidak bertentangan dengan 

tujuan undang-undang itu sendiri, misalnya dengan cara memberlakukan 

pengecualian (exemption) dalam undang-undang tersebut. Sementara itu di lain 

pihak, kita perlu tidak boleh lupa bahwa undang-uildang Hukuin Persaingail 

ditujukan untuk mengawasi proses persaingan yang berlaku bagi senma pelaku 



usaha tanpa terkecuali. Oleh sebab itu harmonisasi berbagai regulasi yang dibuat 

hams mempertimbangan bahwa peraturan pengecualian tersebut tidak akan 

berbenturan dengan persaingan usaha, sistem ekonomi yang dianut maupun 

peraturan yang Iebih tinggi di atasnya. Diantaranya dengan melihat pada 

pertimbangan norma hukum yang berlaku serta aspirasi kepentingan umum 

sehingga peraturan pengecualian itu dapat merasionalisasi berbagai kepentingan 

yang ada. 

Sebagaimana biasanya suatu kaidah hukum, di sarnping ketentuan yang 

berlaku urnurn, terdapat pengecualiannya. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999, secara cukup terperinci telah mengatur perkecualian-perkecualian terhadap 

perjanjian atau perbuatan yang dilarang. Artinya sungguhpun kelihatannya ada 

perbuatan atau perjanjian yang bersifat anti persaingan atau dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi 

dengan berbagai pertimbangan, Undang-undang memberikan pengecualiannya.59 

Pada umumnya pemberian status pengecualian ini diberikan kepada industi 

strategis yang dikelola oelh negara melalui badan usaha milik negara (BUMN). 

Kinerja BUMN banyak ditentukan oleh birokrasi dan kurang terbiasa dengan 

persaingan akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dari pemberian hak 

monopoli alarniah ini. Pelaku monopoli alamih memang tidak akan menemukan 

pesaing sehingga besar kemungkinannya mereka akan bertindak tidak efisian dan 

malah meniinbulkan kerugian bagi negara dan inasyarakat umum sebagai 

59 Susanti Adi Nugroho, op. cct, hlm 757. 



konsumen. Oleh sebab itu, argumentasi inengenai monopoli alanliah lebih 

ditentukan dari kinerja pelaku yang nlernperoleh statusnya dibandingkan bila 

industri tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar.60 

Khusus mengenai pemberian status pengecualian yang berkaitan dengan 

negara dalam hukum persaingan dikenal adanya "state action doctrine " dimana 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dari atau mewakili 

pemerintah akan dikecualikan dari ketentuan Undang-undang hukum 

persaingan. 6 1 

Pengecualian dalam hukum persaingan juga dapat diberikan dengan alasan 

proteksi kepada suatu industri atau pelaku usaha tertentu yang dianggap masih 

memerlukan perlindungan. Pemerintah merasa perlu memberikan proteksi 

dengan alasan industry ini belum mampu menghadapi persaingan yang 

disebabkan faktor, misalnya keterbatasan modal, belurn marnpu efisien, kendala 

distribusi, kurang inovatif sehingga tidak mampu bertahan dipasar. 

Pengecualian-pengecualian dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 diatur 

juga dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan 

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; atau 

60 Andi Fahmi Lubis et. al, op. cit, hlm 22 1. 
Ibid. 

'' Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 



b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual sepei-ti lisensi, 
paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian elektronik 
terpadu, dan rahasia dagang, serta perj anjian yang berkaitan dengan waralaba; 
atau 

c. Perjanjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak 
mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau 

d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak mernuat ketentuan untuk 
memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah 
daripada harga yang telah diperjanjikan; atau 

e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar 
hidup masyarakat luas; atau 

f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik 
Indonesia; atau 

g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak 
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau 

h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau 
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani 

anggotanya. 

Terkait pengecualian dalam pasal 50 huruf (a) Undang-undang 1Vo. 5 Tahun 

1999, KPPU telah mengeluarkan pedoman No. 253/KPPU/Kep/VII/2008 yang 

menegaskan bahwa jenis perbuatan atau kegiatan dan perjanjian apa saja yang 

dikecualikan. Pada dasarnya ekonomi memang dilakukan oleh berbagai jenis 

pelaku usaha dengan kemarnpuan berbeda. Di samping itu ada juga berbagai 

regulasi sekotral yang berkaitan dengan peraturan lainnya, bahkan peraturan 

tersebut telah ada jauh sebelum UU No.5 Tahun 1999 diundangkan. Bila terdapat 

suatu undangundang yang mewajibkan seorang pelaku usaha untuk melakukan 

suatu tindakan atau melaksanakan perjanjian, maka tindakan atau perjanjian 

tersebut akan dikecualikan. Dala~n mencenlakan pasal ini, perlu diperhatikan 

undang-undang apakah yang dimaksud sebab dalain tingkatan perundang- 



undangan yang b e r l a k ~ , ~ ~  maka kedudukan undang-undang adalah setara. 

Sehingga perlu diteliti lebih lanjut maksud dari isi pasal ini yang menyatakan 

undang-undang yang bagaimanakah yang dapat inengecualikan UU 1Vo.5 Tahun 

1999. Undang-undang sifatnya meinaksa dan berlaku umum kepada publik 

sehingga memerlukan pengaturan yang lebih tinggi ataupun undang-undang juga 

untuk mengecualikan berlakunya ataupun dinyatakan dengan jelas apa dan 

siapakah yang dikecualikan dalam pengaturan pemberlakukan undang-undang 

tersebut. Dalarn UU No.5 Tahun 1999 ada perjanjian yang dikecualikan yang 

disebutkan dalam Pasal 50 huruf a "melaksanakan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku" sehingga pengertiannya luas dan Pasal 5 ayat (2) yang 

hanya didasarkan pada undang-undang. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mengenai pengecualian dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 diatur juga dalam ketentuan Pasal5 1 Undang- 

undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, menyebutkan b a h ~ a : ~ ~  

"Monopoli dadatau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi 
dadatau pemasaran barang dadatau jasa yang menguasai hajat hidup orang 
banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur undang- 
undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dadatau bedan atau 
lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah" 

Ketentuan pasal 5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara juridis memilki 

keterkaitan yang erat dengan UUD 1945, khususnya dengan pasal 33. Hal 

tersebut tidak hanya tercermin pada- bagian mengingat Undang-undang No. 5 

63 Lihat Pasal7 Undang-undang No. 12 Tahun 20 1 1 tentang Pe~nbentukan Peraturan Perundang- 
undangan. 

64 Hernlansyah, op. cit, hlnl92. 



Tahun 1999 yang menyebutkan pasal 33 UUD 1945, melaiilkail juga tercermin 

dalam ketentuan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

yang menyebutkan tentang tujuan pembentukan Undang-undang No. 5 Tahuil 

1999. Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan 

sosial berbunyi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. 

Ayat (3): Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakrnuran rakyat. 

Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
benvawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 tersebut, Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 yang juga mengatur mengenai kegiatan ekonomi, dibentuk dengan tujuan 

(Pasal 3) ~ n t u k : ~ ~  

a. Menjaga kepentingan umumdan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha 
yang sehat sehingga menjarnin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 
kecil; 

c. Mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Ketentuan pasal 51 mengatur mengeilai inonopoli dan pemusatan kegiatan 

yang berkaitan dengan produksi dan atau peillasarail barang dan atau jasa yang 

65 Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usalla, 2010. 

66 Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentailg Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 



menguasai hajat hidup orang bailyak serta cabang-cabang produksi yang penting 

bagi Negara, dimana untuk itu perlu diatur dengan Undang-undang dan 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga 

yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Peranan negara dalamkegiatan 

ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang 

bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non 

hukum (factual). Kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk 

melindungi hak dasar masyarakat. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh 

negara hams diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan secara efisien 

serta implikasi pelaksanaannya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak ~ e h a t . ~ '  

Kriteria BUMN sebagai penerima kewenangan dari negara yang mempunyai 

kekuasaan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dapat diverifikasi 

berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara yang merupakansalah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi nasional. Kriteria BUMN adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.68 

BUMN didirikan adalah dengan maksud dan tujuan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

67 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2010, op. cit. 
68 Bentuk badan usaha lain dimana .pemerintah dapat turut serta n~enjadi pemiliknya dalam 

Undang-undang No. 19Tahun 2003 telltang BUMN, Pasal 1 (2) perusahaan perseroan: yang selanjutnya 
disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroail terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 
yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya diiniliki oleh Negara 
Republik Indonesia yang tujuail utamanya mengejar keuntungan. (3) Pemsahaan Perseroan Terbuka: yang 



a. Meinberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

b. Meilgejar keuntungan; 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dadatau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

ban yak; 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi; 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

Melihat kemungkinan bahwa BUMN juga dapat dimasuki atau dimiliki oleh 

swasta maka pembatasan pengecualian menurut pasal 5 1 dalam Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999 harus dipastikan dalarn pidoman BUMN yang bagaimana 

yang dapat diberikan pengecualian. 

Pengendalian dan pengawasan dari BUMN atau badan atau lembaga yang 

dibentuk pemerintah tetap berada di tangan pemerintah. BUMN atau badan atau 

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah wajib memenuhi beberapa 

ha1 dalarn menjalankan kegi atan usahanya yaitu:70 

selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang saharnnya 
memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal. (4) Perusahaan Umum, yang selanjutanya disebut Perum, 
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas sahain, yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danjatau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pasal 9 juga menyatakan bahwa BUMN terdiri 
dari persero dan perum. 

6') Andi Fahmi Lubis et. al. op. cit. hlnl 300. 
'' Susanti Adi Nugroho. op. cit. 11lm 82 1. 



a. Peilgelolaan dan pertanggungjawaban kegiatanilya dipengaruhi, dibina, dan 

- dilaporkan kepada pemerintah. 

b. Tidak semata-inata ditunjuk untuk mencari keuntungan. 

c. Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian monopoli 

kepada pihak lain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa KPPU tidak 

melarang adanya monopoli yang dilakukan BUMN selama diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, KPPU akan memonitor kegiatan BUMN dan 

apabila terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Ketentuan pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan dan 

dijelaskan dalam beberapa unsur b e r i k ~ t : ~ '  

a. Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup 

orang banyak. 

Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis terhadap unsur ini, 

maksud barang danlatau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah 

yang memiliki h g s i :  

(1) Alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber 

daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besamya 

kemakrnuran rakyat; 

7' Andi Fahini Lubis et. al, op. cit, hlln 306. 
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(2) Distribusi, yailg diarahkan pada barailg danlatau jasa yang dibutuhkan 

secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau t ens  

inenerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan atau 

(3) Stabilitas, yailg berkaitan dengan barang dadatau jasa yang hams 

disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dadatau jasa dalam 

bidang pertahanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan 

dan pengawasan bersifat khusus. 

b. Cabang-cabang yang penting bagi negara. 

Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah 

ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki 

(1) Strategis, yaitu cabang produksi atas barang dardatau jasa yang secara 

langsung melindungi kepentingan pertahanan negara menjaga keamanan 

nasional; atau 

(2) Finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan 

barang danlatau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, 

dan sektor jasa keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 

c. Diatur dengan Undang-undang. 

Pengertian diatur dengan Undang-undang merupakan syarat legal dari 

negara untuk melakukan monopoli dardatau pemusatan kegiatan atas barang 

danlatau-jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang 

77 Susanti .4di Nugroho, op.cit, hlm 824. 



produksi yang penting bagi negara. Hal ini berarti monopoli d d a t a u  

pemusatan kegiatan oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur 

terlebih dahulu dalam bentuk Undang-undang (bukan peraturan perundang- 

undangan di bawah undang-undang). Undang-undang tersebut hams 

mencantumkan secara jelas tujuan monopoli danlatau pemusatan kegiatan 

serta mekanisme pengendalian dan pengawasan negara dalam 

penyelenggaraan monopoli dadatau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga 

tidak mengarah pada praktek monopoli d d a t a u  persaingan usaha tidak sehat. 

Adapun pelaksanaan monopoli d d a t a u  pemusatan kegiatan oleh negara 

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang 

produksi yang penting bagi negara, dapat diselenggarakan oleh badan usaha 

milik negara danlatau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pemerintah. 

d. Diselenggarakan oleh badan Usaha Milik Negara d d a t a u  badan atau lembaga 

yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. 

(1) Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara 

Badan usaha milik Negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang 

No. 19 Tahun 2003 adalah: 

"Badan usaha yang seluruh atau sebagiail besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

negara yailg dipisahkan" 



Penyelenggaraan inonopoli danlatau pemusatan kegiatan produksi 

dadatau pemasaran barang danlatau jasa oleh negara terhadap kegiatan 

yang berakitan dengan produksi dan atau peinasaran atas barang dan atau 

jasa yang inengua3ai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang 

penting bagi negara, diutainakan dan terutama diselenggarakan oleh 

BUMN. 

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak sama 

dan tidak termasuk dalam ruang lingkup dari pengertian badan usaha milik 

Negara. Hal ini disebabkan pengaturannya yang bersifat khusus dan tata 

cara pendirian dan pertanggungjawabannya diatur berbeda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu yang terkait dengan dengan 

peinerintah daerah. 

Dalarn ha1 ini diaman BUMN tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan penguasaan monopoli negara, maka berdasarkan pasal 

5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 penyelenggaraan monopoli dan atau 

pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang 

dibentuk pemerintah. 

(2) Diselenggarakan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah 

Pemerintah dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah 

pemrintah pusat yang terdiri dari presiden dan seluruh aparatur 

adininistrasi ilegara tingkat pusat. Dengan demikian, badan atau leinbaga 

yang dibentuk pemerintah adalah badan atau leinbaga yang ditetapkan dan 



diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah 

pusat. 

Badan atau lembaga yang dibentuk peinerintah menjalankan tugas 

pelayanan kepentingan publik (p~lblic service) yang kewenangannya 

berasal dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh dana negara (APBN) atau 

dan publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan negara. 

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki ciri 

melaksanakan: 

(a) Pemrintahan negara; 

(b) Menajemen keadministrasian negara; 

(c) Pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara; 

dan atau 

(d) Tata usaha negara. 

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalarn 

menyelenggarakan monopoli danlatau pemusatan kegiatan wajib 

memenuhi ha1 sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan dan pertanggunglawaban kegiatannya dipengaruhi, 

dibina, dan dilaporkan kepada pemerintah; 

(2) Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan; 

(3) Tidak inemiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian 

monopoli danlatau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. 



Dalam ha1 BUMN, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah 

tidak memiliki kemampuan untuk meyelenggarakan monopoli dan 

atau peinusatan kegiatan, maka pemerintah dapat menunjuk badan 

atau leinbaga tertentu. 

(3) Diselenggarakan badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah 

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah memiliki ruang lingkup 

yang luas, termasuk di dalamnya adalah badan atau lembaga perdata yang 

tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi negara. 

Menurut teori hukum administrasi negara, penunjukkan adalah 

kewenangan dari pejabat negara yang berwenangdan bersifat penetapan 

untuk menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan tertentu secara 

sepihak. Dengan demikian, badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah 

adalah badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pejabat administrasi 

negara yang berwenang. 

Prosedur dan persyaratan penunjukan badan atau lembaga yang 

ditunjuk pernerintah sebagai penyelenggara monopoli d d a t a u  pemusatan 

kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan pertauran perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pengadaan barang d d a t a u  jasa pemerintah 

sehingga tridak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dengan ineinperhatikan uraian tersebut diatas, maka terkait dengan 

penyelenggaraail monopoli dadatau peinusatan kegiatan barang dadatau 



jasa yang menguasai hajat hidup oaring banyak serta cabang produksi 

penting bagi negara, Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

menentukan sistematis dengan tetap mendasarkan pada alasan-alasan yang 

rasional berupa pertimbangan profesionalitas, legalitas, dan efektifitas 

pencapaian sasaran tujuan penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan 

kegiatan. 

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 

1999, urut-urutan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk 

menentukan pihak penyelenggara monopoli dadatau pemusatan kegiatan 

yang berkaitan dengan produksi dadatau pemasaran barang dadatau jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi penting 

bagi negara adalah sebagai berik~t:"~ 

(a) Diselenggarakan oleh BUMN. 

(b) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah. 

(c) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang dibentuk pemerintah. 

(d) Diselenggarakan oleh badan yang dibentuk pemerintah. 

(e) Diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah. 

( f )  Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk pemerintah. 

(g) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk pemerintah. 

(h) Diselenggarakan oleh badan yang ditunjuk pemerintah. 

(i) Diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. 

73 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 201 0, op. cit 



BAB I11 

PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. PERTAMINA 

DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG 

A. Monopoli Pertamina Terhadap Pendistribusian LPG 3 KG 

Monopoli selalu diasumsikan dengan perbuatan yang konotasinya negatif yang 

berhubungan dengan distorsi pasar. Monopoli dapat dimaknai seorang penjual yang 

mampu bertindak seperti penjual tunggal dengan menentukan harga dan membatasi 

ozttpztt. Kemampuan untuk menentukan harga dan membatasi produksi adalah 

konsep inti dari monopoli dan mengakibatkan konsumen terpaksa membayar lebih 

mahal ataupun mengganti pilihannya. Umumnya seluruh produser yang bersaing di 

pasar akan berupaya menjadi pemenang dan menjadi monopolis. Sehingga sering 

monopoli disalah artikan menjadi negatif tanpa memperhatikan asal-usul pelakum 

pasar dapat menjadi monopolis. Dalam konteks ini, monopoli yang menguntungkan 

berdasarkan skala ekonomi adalah monopoli alamiah di mana dapat saja suatu 

perusahaan karena efisiensi d m  keunggulan teknologi, atau modal sehingga berhasil 

menguasai pasar secara keseluruhan ataupun yang diciptakan seperti peraturan 

perundmg-undangan. 74 

Hukurn persaingan usaha adalah elemen esensial sehingga dibutuhkan adanya 

undang-undang sebagai "code of corzdztct" bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar 

sesuai dengan aturan undang-undang. Negara berkepentingan bahwa kebijakan 

'%ing~um Natasya Sirait, "Asosiasi don Peisr~ingar? Usrrlza Tidak Sehat", Pustaka Bangsa Pers, 
Medan, 2003, hlnl72. 



persaingan adalah ditujukan untuk inenjaga kelangsungan proses kebebasan 

bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade (kebebasan 

berusaha), .freedom of choice (kebebasan untuk memilih dan accses to market 

(terobosan memasuki pasar).75 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga bertujuan untuk 

meningkat efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan 

berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan ~ m u m . ~ ~  Di samping tujuan tersebut, 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara eksplisit Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 juga menegaskan bahwa ada kebijakan persaingan yang berorientasi 

pada jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku 

usaha menengahdan pelaku usaha k e ~ i l . ~ ~  Oleh sebab itu kebijakan persaingan suatu 

negara dalarn penegakan hukum persaingan akan sangat menentukan efektif 

berlakunya undang-undang hukum persaingan. Kebijakan ini diterjemahkan dengan 

mempertimbangkan industri manakah yang perlu diregulasi atau industri manakah 

yang terbuka untuk bersaing. 

75 Andi Fahrni Lubis et. al, op. cit, hlm 218. 
76 ~ i h a t  Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha di 

Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. 

77 Lihat Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Tujuan pembentukan Undang-undang ini 
adalah untuk: a) menjga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah 
satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengaturan persaiilgan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c) mencegah praktek 
nlonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d) terciptanya 
efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 



Pertainina merupakan sebuah perusahaan monopoli untuk yang menyediakan 

bahan bakar minyak dan gas bumi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 inenegaskan bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalarnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besarnya kemakrnuran dan kesejahteraan rakyat. Mengi~gat Minyak dan Gas Bumi 

merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan 

merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting. dalam penyediaan 

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil 

devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal 

mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakrnuran dan kesejahteraan r a l ~ ~ a t . ~ '  

Berkaitan dengan monopoli yang dilakukan oleh pertamina terhadap 

pendistribusian LPG 3 KG maka pcrbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

suatu perbuatan yang dapat dikecualikan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 

1999, maka dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 50 huruf a dan 51 Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 

1. Pasal50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi No. 5 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a yang menegaskan mengenai 

jenis perbuatail atau kegiatan dan perjanjian apa saja yang dapat dikecualikan. 

'' Fahri Hamzah, Negara, "BUMN clan Kesejaktel-aan Rohylt", Yayasan Faham Indonesia. 
Jakarta, 2007, hlm 3 1. 



Pada dasarnya ekonomi memang dilakukan oleh berbagai jenis pelaku usaha 

dengan kemampuan berbeda. Di samping itu ada juga berbagai regulasi sektoral 

yang berkaitan dengan peraturan lainnya, bahkan peraturan tersebut telah ada 

jauh sebelum Undang-undang No.5 Tahun 1999 diundangkan. Bila terdapat suatu 

undang-undang yang mewajibkan seorang pelaku usaha untuk melakukan suatu 

tindakan atau melaksanakan pe rjanjian, maka tindakan atau pe rjanjian tersebut 

akan dikecualikan. Dalam mencernakan pasal ini, perlu diperhatikan undang- 

undang apakah yang dimaksud sebab dalam tingkatan perundang-undangan yang 

b e r l a k ~ , ~ ~  maka kedudukan undang-undang adalah setara. Sehingga perlu diteliti 

lebih lanjut maksud dari isi pasal ini yang menyatakan undang-undang yang 

bagaimanakah yang dapat mengecualikan Undang-undang No.5 Tahun 1999. 

Undang-undang sifatnya memaksa dan berlaku umum kepada publik sehingga 

memerlukan pengaturan yang lebih tinggi ataupun undang-undang juga untuk 

mengecualikan berlakunya ataupun dinyatakan dengan jelas apa dan siapakah 

yang dikecualikan dalam pengaturan pemberlakukan undang-undang tersebut. 

Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 ada pe rjanjian yang dikecualikan yang 

disebutkan dalam Pasal 50 huruf a "melaksanakan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku" sehingga pengertiannya luas dan Pasal 5 ayat (2) yang 

hanya didasarkan pada undang-undang. 

'' Lihat Pasal7 Undang-undang No. 12 Tahun 201 1 tentang Pembeiltukan Peraturan perundang- 
undangan 



KPPU berpendapat bahwa tujuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf (a) 

ditujukan ~ n t u k : ~ '  

a. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan 

penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan 

ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, 

dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukurn persaingan usaha. 

b. Menghmdari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-undang No.5 

Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin 

diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. 

c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang- 

undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan 

untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga 

stabilitasnya, mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses 

pengembangan ekonomi. 

d. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pedoman ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang 

mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksailaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 
1999. 



Tahun 20 12 perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan - 

oleh lembaga negara atau pejabat yang benvenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 50 (a) merupakan 

ketentuan yang bersifat "pengecualian" (exceptions) atau "pernbebasan" 

(exemptions) yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik berbagai 

kebjjakan yang saling tolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam 

perekonomian nasional. Ketentuan ini sering juga timbul karena kondisi 

perekonomian yang dinamis menuntut Pemerintah menetapkan pengecualian 

yang bertujuan menyeimbangkan antara penguasaan bidang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak d m  pemberian perlindungan pada 

pengusaha berskala kecil. Pemberian perlakuan khusus bagi cabang-cabang 

produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara, 

secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2), dan 

ayat (3) sejalan dengan yang diatur dalam Pasal5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 

1999. 

Berkaitan pengaturan perekonomian di tingkat daerah, berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan ekonomi untuk 

mengatur dan mengurus perekonomian daerah, namun pengaturan dan 

pengurusan di bidang ekonoini hams tetap berdasarkan ketentuan peraturan 



perundang-undangan termasuk yang diatur dalarn Dengan demikian kebijakan 

otonomi daerah di bidang perekonomian tidak boleh bertentangan dengan 

kebijakan perekonomian nasional karena materi peraturan perundang undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Jadi, 

kedudukan Pasal 50 huruf a, merupakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mempunyai daya laku secara nasional dan peraturan yang dibuat 

di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. 

Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 

201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan bahwa 

semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubemur, Keputusan 

BupatiIWalikota, ataum keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang in .  

berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang- Undang ini. 

Pedoman KPPU juga menetapkan bahwa pelaksanaan Pasal50 huruf a dalam 

sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan beberapa prinsip 

dalam sistem peraturan perundang-undangan yang harus ditaati, yakni: 

a. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

landasan hukum yang jelas; 

b. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, 

tetapi hanya peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya; 



c. adanya prinsip hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat 

menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat 

tingkatannya atau lebih rendah tingkatannya; 

d. hams ada kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan 

materi muatan yang hams diatur. 

Pedoman KPPU menetapkan juga bahwa pengecualian yang diatur dalam 

Pasal 50 huruf a hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk 

oleh Pemerintah dan tidak dapat diterapkan kepada semua pelaku usaha. 

Pengecualian tidak berlaku jika pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau 

perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

dari Undang-Undang kecuali peraturan yang dilaksanakan tersebut berdasarkan 

delegasi secara tegas dari Undang- Undang yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 

50 huruf a hanya dapat diterapkan jika: 

a. Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian karena melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang atau peraturan perundangundangan di bawah 

Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang; 

b. Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh Pemerintah. 

Dalam kaitannya dengan monopoli yang dilakukan oleh pertamina terhadap 

pendistribusian LPG 3 KG sebagai suatu perbuatan yang dapat dikecualikan 

menurut Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari 

penjelasan sebagai berikut: 



Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa Pemerintah dapat 

memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi 

kemanfaatan m u m  dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan 

BUMN. 

Dalam ha1 pemerintzh memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk 

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan m u m  seperti yang diatur dalam Pasal 66 

ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tersebut diatas maka dasar hukum 

pertamina dalam pendistribusian LPG 3 KG mengacu pada ketentuan Peraturan 

Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan 

Harga Liquefied Petreoleum Gas Tabung 3 Kilogram, yang mana dalam Pasal 8 

Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian 

atas volume kebutuhan tahunan LPG 3 KG dilaksanakan oleh badan usaha melalui 

penugasan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri dalam ha1 ini 

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Keputusan Menteri 

No. 1732 W 10lMEMl20 13 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) Dalam 

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. 

Melihat dari ketentuan peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

monopoli yang dilakukan oleh pertamina terhadap pendistribusian LPG 3 KG, 

merupakan suatu perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang- 

undangan yang berl aku sebagaiinana tersebut dalam Pasal 50 huruf (a) Undang- 



undang No. 5 Tahun 1999. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu 

perbuatan yang dapat dikecualikan. 

2. Pasal5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

Pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa: 

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan 
atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak 
serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang- 
undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau 
lembaga yang dibentuk atau ditujuk oleh Pemerintah". 

Dalam melaksanakan pasal tersebut, KPPU membuat Pedoman No. 3 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Adapun ketentuan Pasal 51 sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan dam 

dijelaskan dalam beberapa unsm yaitu:81 

a. Monopoli 

Dalam Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, defenisi 

monopoli: 

"Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha" 

Berdasarkan definisi tersebut, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu 

keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang dan atau jasa tertentu yang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksana Ketentuan Pasal51 Undang-undang 
No. 5 Tahun 1999, hlm 16. 



dapat dicapai tanpa hams melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.- 

b. Pemusatan Kegiatan 

Unsur pemusatan kegatan dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 dapat didefenisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: 

"Penguaszan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa." 

Berdasarkan definisi tersebut, pemusatan kegiatan pada dasarnya 

menggambarkan suatu keadaan penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan yang dicerminkan dari kemampuannya dalam menentukan harga 

yang dapat dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha tanpa hams melakukan 

ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. Dengan memperhatikan uraian pemahaman msw-unsur tersebut 

diatas, maka baik monopoli ,maupun pemusatan kegiatan bukan merupakan 

kegiatan yang dilarang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dapat 

dilakukan ataupun dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Namun demikian, mencermati bunyi Pasal5 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999, pasal tersebut terkait erat dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945 memmuskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ada 3 



(tiga) unsur yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) tersebut yakni cabang- 

cabang produksi yang penting bagi negara, cabang-cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dan adanya penguasaan oleh Negara. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara adalah "kegiatan produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, 

keamanan dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat".82 Sedangkan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang 

banyak adalah "produksi barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan 

transportasi umum" dan produksi barang dan jasa yang dirasakan vital bagi 

kehdupan manusia dalam kurun waktu tertentu. 

Perumusan pasal tersebut mengartikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat 

membawa konsekuensi bahwa wewenang memilih sistem perekonomian yang 

akan diterapkan tidak berada di tangan negara, melainkan berada ditangan rakyat. 

Prinsip- ini oleh Soekarno dikatakan sebagai Demokrasi Ekonomi. Pernerintah 

bertugas mengimplementasikan sistem yang ditetapkan oleh rakyat sebagaimana 

tertuang dalam konstitusi tersebut. Hal ini agar sistem ekonomi yang dijalankan 

oleh Negara dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, 

sebagaimana kesepakatan para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia adalah welfnre 

state.83 Sehingga sistern perekonomian yang ingin dibangun di indonesia adalah 

'' http:ll~ww.jakarta45.wordpress.com,"Hajat Hidup Orang Bayak", Seminar Sehari tentang 
Demokrasi Ekonomi pada tanggal 17 Desember 1996 oleh ikatan pendukung kemerdekaan indonesix dan 
Lembaga Ketahanan Naional, Akses Pada Tanggal 1 Juli 20 13. 

S3 http:llwww.scribd.com/docl30755739lFH09-Welfare-State, Budi Mulyadi dalain H~rlilml 
Achinistl-rrsi Negclra dalam Welfcl1.e State nlenyebutkan bahwa welfare state atau sosialstate, yaitu negara 



Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan 

ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan keinakrnuran 

orang perseorangan, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 juga membawa 

konsekuensi bahwa swasta tidak diperbolehkan mengelola dan menguasai suatu 

cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, kecuali 

bila telah mendapat mandat dari negara berdasarkan suatu produk perundang- 

undangan yang sah. Karena kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat, maka 

mandat hams berbentuk undang-undang. 

Berdasarkan acuan sistem ekonomi Indonesia yang diuraikan diatas maka 

idealnya di Indonesia muncul 3 (tiga) pelaku utama ekonomi Indonesia, yaitu :84 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan yang mewakili negara 

dalam mewujudkan amanat Konstitusi untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. BUMN 

merupakan lembaga ekonomi yang akan menangani cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 

b. Koperasi akan menangani sektor usaha kecil dan menengah, terutarna sektor 

perdagangan tradisional (pedagang eceran), pertanian, industri rumah tangga 

dan yang sejenisnya. 

yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan 
ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang n~iniinal, Akses Pada Tanggal 
1 Juli 2013. 

'' Agus Sardjono "Antimonopoli atnu Perscringnn Sehnt", w\vw.bppk.depkeu.go.id, Akses Pada 
Tanggal 1 Juli 20 13. 



c. Swasta akan menangani sektor usaha yang belum ditangani BUMN dan 

Koperasi, seperti industri dengan teknologi tinggi dan padat modal, termasuk 

sektor usaha jasa yang idealnya tidak termasuk wilayah BUMN dan Koperasi 

seperti: asuransi, perbankan, transportasi, telekomunikasi. 

Dilihat dari rumusan Pasal 51 dan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pasal 

51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ada 3 (tiga) pelaku ekonomi yang 

dibenarkan melakukan monopoli yakni BUMN, badan atau lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintahan, badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Dalam praktiknya yang paling sering mendapat mandat untuk melakukan 

monopoli adalah BUMN. Mungkin ha1 ini dikarena BUMN adal'ah badan usaha 

yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian secara langsung memperoleh 

penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Dalam kaitannyam dengan monopoli yang dilakukan oleh pertarnina terhadap 

pendistribusian LPG 3 KG sebagai suatu perbuatan yang dapat dikecualikan 

menurut Pasal 5 1  Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari 

penjelasan sebagai berikut: 

Dasar hukum monopoli yang dilakukan oleh pertamina terhadap 

pendistribusian LPG 3 KG, sangat terkait erat dengan pengertian Badan Usaha 

Milik Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 

2003 yang menyatakan bahwa: 

"Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
lnelalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan" 



Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan juga dalam pasal 

3 menyebutkan bahwa modal perusahaan perseroan (Persero) yang ditempatkan 

dan disetor pada saat pendirian berasal dari seluruh kekayaan negara yang 

tertanam dalam pertamina, termasuk kekayaan pertamina yang tertanam pada 

anak perusahaan dan perusahaan patungan ('joint venture) pertamina pada saat 

berlakunya peraturan pemerintah 

Maksud dan tujuan. dari pendirian pertamina sebagaimana diatur dalam pasal 

2 Peraturan Pemerintah No. 3 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: 

(1) Maksud Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas 

bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang 

terkait atau menunjang. kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi 

tersebut. , . 

(2) Tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah untuk : 

a. mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan 

secara efektif dan efisien; 

b. memberikan kontribusi dalam ineningkatkan kegiatan ekonoini untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

- 

SS Pasal 3 Peraturail Pemerintah No. 3 1 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Penlsahaan 
Pertambangan Ivlinyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Pen~sahaan Perseroan (Persero). 



Dalam ketentuan Pasal 8 ayat(2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentailg 

Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa, Peinerintah wajib menjamin 

ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar ininyak yang 

merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas 

diatas maka disimpulkan bahwa pertamina merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi termasuk 

didalamnya pendistribusian LPG 3 KG, yang mana kegiatan tersebut merupakan 

komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menjalankan 

kepentingan umum sehingga perbuatan pertamina sebagai pelaku usaha yang 

mernonopoli pendistribusian LPG 3 KG merupakan suatu perbuatan yang dapat 

dikecualikan menurut pasal51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. 

B. Praktek Monopoli Pertamina Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg. 

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program yang 

dilaksanakan pemerintah pada tahun 2007, untuk pengalihan subsidi dan 

penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke elpiji 3 kg melalui pembagian paket 

elpiji 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis yang memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan. 



Keberadaan tiga varian LPG di pasar, seiring program koilversi energi, yakni 

LPG 3 kg (bersubsidi), 12 kg dan 50 kg (non subsidi) membawa dampak signifikan 

terhadap kenaikan permintaan LPG, terutama LPG 3 kg. Hal ini antara lain dipicu 

oleh terjadinya perpindahan konsumsi dari konsumen LPG 12 kg dan 50 kg, ke LPG 

3 kg, yang didorong oleh fakta bahwa antar ketiga varian LPG tersebut dapat 

bersubstitusi satu sama lain, tanpa melalui proses yang rumit sekalipun kemasannya 

berbeda. 

Latar belakang dari pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 

adalah:86 

1. Tingginya subsidi dalam penyediaan energy khususnya BBM dan poteilsi 

pemborosan yang semakin besar jika subsidi BBM dilanjutkan. 

2. Implementasi kebijakan energy nasional melalui diversifikasi energi untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap BBM. 

3. Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energy yang cukup 

,besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan 

kandungan karbon yang kecil. 

4. Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena: 

a. Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur. 

b. Pengurangai~ penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi . 

c. Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk 

mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan. 

S6 Alvin Lie, P I - O ~ I - ~ I X  Konl-ersi M i ~ ~ y a k  Tan017 Ke LPG: Potl-et Kebijalicrn Pelnerintnh Dnlnnz 
Sektor- Pengelolaan E~zergi Nasionnl. Univ. Diponegoro Senlarang, 2009. hlm. 16-1 7. 



Dasar hukum pertamina dalam pendistribusian LPG 3 KG mengacu pada 

ketentuan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petreoleum Gas Tabung 3 

Kilogram, yang mana dalam pasal 8 Peraturan Presiden tersebut menyebutkan 

bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG 3 KG 

dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Menteri. Berdasarkan 

ketentuan tersebut Menteri dalam ha1 ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral 

(ESDM) menetapkan Keputusan Menteri No. 1732 W 10/MEM/2013 tentang 

Penugasan PT. Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian 

Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. 

Dalam pembahasan sebelurnnya telah dijelaskan bahwa terkait pendistribusian 

LPG 3 KG, pertamina merupakan pelaku usaha yang memonopoli pendistribusian 

LPG 3 KG tersebut yang mana monopoli pertamina tersebut merupakan suatu 

perbutan yang dapat dikecualikan menurut ketentuan Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 

5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena monopoli yang dilakukan pertamina 

merupakan suatu perbuatan yang mendapat mandat dan penugasan langsung dari 

pemerintah yang diatur dalam pertauran perundang-undangan. 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dengan 

praktek monopoli. Pengertiail praktek monopoli dikemukakan dalam pasal 1 ayat 2 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu pelnusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkannya dikuasainya produksi dadatau 



pemasaran atas barang daillatau jasa tertentu, sehingga inenimbulkan persaingan 

usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu yang 

dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas 

suatu pasar yang bersangkutail oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 

menentukan harga barang dadatau j a ~ a . ~ '  Dari definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang adalah 

menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dilihat dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa monopoli pertarnina 

dalam pendistribusian LPG 3 KG merupakan suatu perbuatan yang tidak melanggar 

ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, akan tetapi yang dilarang adalah 

dengan hak monopoli yang diberikan dalam pelaksanaan pendistribusian LPG KG 

3 KG pertarnina melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaka sehat." 

Dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pengertian praktek 

monopoli dikemukakan dalam pasal 1 angka 2 yaitu,89 pemusatan kekuatan ekonorni 

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dadatau pemasaran atas barang dadatau jasa tertentu, sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentinga umum. 

- 

S7 Pasal 1 Hruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

SS Suhasril dan Moharnmad Taufik makarao. Hukum Larangan Praktik Monopoli & Persaingan 
Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Cetakan Pertanla, Ghalia Indonesia, Bogor. 2010, hlm 

Rachnladi Usman: H ~ r k ~ m  Peisningrrii Usahn di Indonesia: Grailledia Pustaka Utama, Jakarta, 
2004, him 24. 



Berdasarkan uraian di atas dapat kita ainbil unsur-unsur dari praktek monopoli 

a. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usah; 

b. Terjadinya penguasaan atas produksi atau peinasaran barang atau jasa tertentu; 

c. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat; serta 

d. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. 

Selanjutnya yang dimaksud densan pemusatan kekuatan ekonomi adalah 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa, dan persaingan 

usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.9' 

Satu ha1 yang cukup menarik dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bahwa 

selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat, maka ha1 itu dapat dikatakan telah terjadi suatu 

praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, 

meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi. Jadi jelaslah bahwa 

monopoli itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak ~ e h a t . ~ ~  

Jika memperhatikan dengan seksarna pengertian praktek monopoli di dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 seperti yang disebutkan diatas, inaka penguasaan 

" Andi Fahmi Lubis et. al, op. cit, hlm 132. 
Alunad yani & Gunawan Widjaja. op. cit, h l n ~  18 

" 'bid. 



yang dilarang adalah penguasaan yang inengakibatkan persaingan tidak sehat dan 

dapat memgikan kepeiltingan uinum. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999 ini menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional, hanya sayangnya peilgertian kepentingan umum dalam kaitannya 

dengan masalah monopoli ini tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga masih 

diperlukan penafsiran dalam penerapan Undang-undang ini. 

Terkait dengan penjelasan diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibahas 

tentang indikasi-indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

dilakukan pertamina dalam pendistribusian LPG 3 KG. 

Pertamina dalam mendistribusikan LPG 3 KG menggunakan sistem close loop 

szpply chain, yaitu suatu aliran produk mulai dari konsumen kembali ke pabrik 

untuk diproses ulang kemudian kembali lagi ke konsumen sebagai barang baru. 

Jalur distribusi LPG 3 KG, yang pertama adalah berasal dari depot LPG yang 

berjumlah 15 depot LPG yang tersebar di 5 (lima) region. Kemudian dari depot 

LPG, jalur berikutnya disebut SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk 

elpiji) yang dikelola oleh pertamina, kemudian setelah itu paket LPG diterima oleh 

agen LPG yang sampai saat ini berjumlah 1.500 agen, selanjutnya LPG akan di 

distribusikan kepada konsumen melalui sub agen atau pangkalan L P G . ~ ~  

" l~ttp://gasdom.pertamina.com~fasilitas-da-i Akses Pada Tanggal 2 
Juli 20 13. 



Gambar 1 
Jalur Distribusi LPG 3 Kg 

p q + G F J + ~ y ~ + ~  rl 

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Pertamina melakukan impor LPG. Irnpor 

LPG sejak tahun 2007 menunjukkan tren yang meningkat. Belum lagi pada tahun 

2007 mulai dilakukan program konversi minyak tanah ke LPG. Sehingga impor 

LPG pun menunjukkan jumlah yang cukup besar pada tahun tersebut. 

Fakta memperlihatkan bahwa Pertamina memonopoli pasar. Akibat kondisi ini, 

maka persoalan yang terjadi dalarn industri ini adalah bagaimana kemampuan 

Pertamina memprediksi kebutuhan pasar dan mendishibusikan LPG kepada 

konsumen dengan tepat baik menyangkut harga maupun volume, khususnya LPG 

bersubsidi yang hams sampai kepada konsumen yang berhak. 

Mengingat kondisi tersebut, maka potensi praktek monopoli sangat besar untuk 

terjadi di lapangan, yang dapat dilakukan dengan: 

1. Mempermainkan pasokan melalui sejumlah penyelewengan oleh para pelaku 

usaha yang terlibat dalain jalur distribusi. Perbedaan harga antara LPG subsidi 

dan non subsidi serta tingginya kebutuhan masyarakat merupakan faktor 

pendoroilg utama terjadinya ha1 tersebut. Sangat mungkin penyelewengan 

dilakukan melalui pengaturan j ej aring vertikal j alur distribusi, yang diinisiasi 

oleh oknum Pertanina. 



2. Pemilihan pelaku usaha dalam jalur distribusi, dilakukan dengan mengabaikan 

- prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, yang tidak dilakukan melalui proses 

pemilihan yang transparan dail akuntabel yang meilgedepankan kompetensi dan 

kemampuan pelaku usaha. Akibatnya dalam jalur distribusi tersebut, muncul 

pelaku usaha pencari rente dengan memanfaatkan posisi dominan Pertamina. 

Faktor penting lainnya yang juga teridentifikasi adalah lemahnya infrastruktur 

dari industri LPG Indonesia. Akibatnya proses produksi dan distribusi tidak mampu 

mengimbangi peningkatan kenaikan permintaan. 

Ketidaksiapan Pemerintah dalarn ha1 infrastruktur. Sampai saat ini kilang 

konversi gas ke LPG hanya ada satu di Tanjung Uban, serta jumlah SPPBE masih 

belum representatif. Sehingga gangguan atau kerusakan di salah satu lini 

mengakibatkan pasokan tersendat seperti yang terjadi pada akhir Desember 2008, 

yang mengakibatkan kelangkaan pasokan yang cukup parah. 

Pasar LPG saat ini mencerminkan industri yang rigid dengan satu pelaku usaha 

yang sangat dominan. Akibatnya proses pemasaran produk, tidak lebih dari upaya 

mendistribusikan LPG ke konsurnen, khususnya LPG 3 kg ke konsumen yang 

berhak mendapatkannya. 

Dalam ha1 inilah, maka pengawasan akan menjadi kunci keberhasilan distribusi. 

Tetapi sayangnya fakta menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi sangat lemah. 

Selain itu secara keseluruhan mekanisme pengawasan di jalur distribusi yg tidak 

meinadai. Akibatnya beberapa fenomena penyelewengail terjadi ha1 ini antara lain 

diakibatkan oleh: 



1. Peralihan konsumen dari LPG no11 subsidi ke LPG subsidi. Hal ini antara lain 

diakibatkan oleh produk LPG yang ternyata antar varian tidak memiliki 

perbedaan sama sekali dalam ha1 kegunaannya dan perpindahan konsumsi varian 

dapat dengan sangat mudah dilakukan. Kenaikan harga salah satunya berakibat 

pada peralihan konsumsi dari LPG jenis satu ke yg lainnya. 

2. Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan penyelewengan rawan terjadi. 

Hal ini terutarna terjadi di tingkat sub agen sampai ke konsumen. Pengawasan di 

rantai ini hampir tidak ada, karena pengawasan hanya berlangsung sampai di 

tingkat agen. Dalam ha1 inilah, maka kemudian di tengah pasokan yang terbatas 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mudah terjadi dilevel 

distribusi dari tingkat sub agen sampai di tangan konsumen. 

3. Kebijakan pengawasan belum dibuat terperinci sampai ke tangan konsumen, 

sehingga memunglunkan saling lempar tanggung jawab antar instansi dalam 

distribusi LPG. Tidak jelas instansi mana yang bertanggung jawab terhadap 

setiap penyelewengan dalam jalur distribusi. 

Berdasarkan berbagai indikasi dan penyelewengan yang telah disebutkan diatas, 

maka pertamina sebagai suatu pelaku usaha yang memonopoli pendistribusian 

LPG 3 kg 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pertamina inerupakan sebuah perusahaan monopoli untuk yang menyediakan 

bahan bakar minyak dan gas bumi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besarnya kemakrnuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi 

merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan 

merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan 

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil 

devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal 

munglun agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dengan 

praktek monopoli. Pengertian praktek monopoli dikemukakan dalam pasal 1 ayat 2 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang inengakibatkannya dikuasainya produksi danlatau 

penlasaran atas barang danlatau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan 

usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingail uinum. Selain itu yang 

diinaksud deilgan pemusatail kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang ilyata atas 



suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 

rnenentukan harga barang dadatau j a ~ a . ~ ~  Dari definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat dan tidak inerugikan kepentingan umuin tidak dilarang, yang dilarang adalah 

menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Berkaitan dengan monopoli yang dilakukan oleh pertamina terhadap 

pendistribusian LPG 3 kg maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

suatu perbuatan yang dapat dikecualikan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 

1999, sesuai dengan ketentuan pasal50 huruf a dan 5 1 Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Fakta memperlihatkan bahwa Pertamina memonopoli pasar. Akibat kondisi ini, 

maka persoalan yang terjadi dalam industri ini adalah bagaimana kemampuan 

Pertamina memprediksi kebutuhan pasar dan mendistribusikan LPG kepada 

konsumen dengan tepat baik menyangkut harga maupun volume, khususnya LPG 

bersubsidi yang harus sampai kepada konsumen yang berhak. 

Mengingat kondisi tersebut, maka potensi praktek monopoli sangat besar untuk 

terjadi di lapangan, yang dapat dilakukan dengan: 

1. Mempermainkan pasokan melalui sejumlah penyelewengan oleh para pelaku 

usaha yang terlibat dalam jalur distribusi. Perbedaan harga antara LPG subsidi 

dan no11 subsidi serta tingginya kebutuhai~ masyarakat inerupakan faktor 

" Pasal 1 Huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangail Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 



pendorong utanla terjadinya ha1 tersebut. Sangat mungkin penyelewengan 

dilakukan melalui pengaturan j ej aring vertikal j alur distribusi, yang diinisiasi 

oleh oknum Pertainina. 

2. Diskriminasi pelaku usaha dalam jalur distribusi, dilakukan dengan mengabaikan 

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, yang tidak dilakukan melalui proses 

pemilihan yang transparan dan akuntabel yang mengedepankan kompetensi dan 

kemampuan pelaku usaha. Akibatnya dalam jalur distribusi tersebut, muncul 

pelaku usaha pencari rente dengan memanfaatkan posisi dominan Pertamina. 

B. Saran 

1. Peinerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pertamina dalam 

pendistribusian LPG 3 kg untuk menjamin ketersediaan pasokan, agar sampai ke 

tangan konsumen yang berhak dengan harga dan volume yang tepat. Dalam ha1 

ini, maka perlu ditekankan perlunya penegakan hukum dengan sanksi yang tegas 

terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. 

2. Pertamina hams mengimlementasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang 

sehat dalam pendistribusian LPG 3 kg, yang antara lain dilakukan dengan cara 

pemilihan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi LPG 3 kg dilakukan 

melalui proses pemilihan yang transparan dan akuntabel yang mengedepankan 

koinpetensi dan kemampuan pelaku usaha., bukan pelaku usaha pencari rente 

yang meinailfaatkan posisi monopoli pertamina. 
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